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Dtt{As IGSEHATAN PENGEI{DAIIAN PENDUOUIC PENGEI{OALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA EIRENCAf{A

.[.. RESPEI{ TUBU TELP (05$} 2U74 FAX (0s53} 21275 MALll{AU UTARA 77s54

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR
REKOMENDASI IZIN APOTIK

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

KUALIFIiOAI PELAXSAXM :

Stander pciakasnarn dan k.g€tan a&bh : pcnoulanoan

p*.rie.n 15% dan k6pus!.n kontumtn a5%

PE CATATA}T / PE OATAA'{ :

1 - Oip,o..s !.t lah m.lelui ,tiian dari Tim T.kni3

2. RGkom.n<l.i di t nda tangtniol6h K.P.l. OKPPKB

3. trin badeku !6ausl dangen pa[yeratan masing_rne'ing

PERI'GATAT :

R.komcnde3i p.ri:inen d!p.t dic.but ol€h DKP PKB iika
monyehhi atun.n

und.no - uM.ng Rl No- 25 Trhun 2009 bnt ng P.leyanEn PuHik

Undrng -und.ng No. 36 Trhun 2009 t6nbng K.3.h.En
UndarEF{rndane No. 36 Tahun 2o'l,l tsotane Tcrraga Kaaahabn

PcmEnlc! Rl No. I Tehun 2017 bnteng Apolik

pcrmonkc! No. 14 Tahun 2021 bntrng St nd.r K.0iet n Ui.ha den Prcduk pade P6nyslrnggaraan Prrilinan B.rusaha Bcrbali! Rcalko

Saktor Ka!6haLn

HUKUU:

PERAIATAI{/
PERLE GKAPAIIWAKTUBIAYAOUTPUTXETERXAITAXP€RSYARATAN

BGrkaa

kompubr, p.int!r,
17 Oujuh b.hr) heri

kdisRokorn ndsii lzin APo{kOinar Penenaman Modal Palayansn
T.rp€du Sat'r Pintu (DPMPTSP)DoturEn painohonan mBngikuti paGyaratln p6izinen ylng di mohon

tP. 19700i 18 200003 1 003

DISAHKAN OLEH

KEPALA OIXAS,

I

Ir



Instansi
Bidang
Seksi

NO Uf,ATAN KECIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

KETERANCAN
PEMOHON DPMTTSP

KEPATA
DI(PPKB

KABID
YANKESPPKB

Kf,PALC.5[KSI
YANKESI'I

TIM TIKNIS
(DPMPTSP &

DKPPKB)

STA}
YANXES

PI
KELENGKAPAN WAKIU OUI PUT

I Pehohon menyerat'lon b€*,s
pemohonm kepada DPMPTSP

2 DPMPTSP menerima, nemeriksa,
neneliti telmglapan berkas
pemohoflan, jila tidak l€nskap
dikemballm unt'rl dil€lEkapi

T
l ia[l

3 DPMPISP meneruskan b€rka6
permohonan tepada DKPPKB

4 Men€rimr berta6 p€nnohonan dan Drsposbi

5 PemP;it;e berkas permoh;nar t__ T
I

l jum ChEllisl

Tim teknis vedfikasi melalulan
kuniungar kesiapan saraft
menggunaldn check l.st

_l
t had Cllecl list

8 Tim teldi6 verifikaBi mdb&t
bedta e.ara hatil pemelikaan

9 Pms€s p€fle$itan 6urat
rekornendasi b€tdasartar halil
b€rita acara pem€riksaan oaralra

:14 hari

10 Kasie. York€iprimata nen€riksa
has pa$etilan surat .ekomendrsi
dan memberitan paraf perc€tuiurn

11 Kabid. Pe.Iayanan Kesehabn
mencantun*an pamf pEs€tuiuar

parof

72 Kepala DKPPKB nleraldat ngani
rurat rekom€!'dasi kelayakan
pened,itan izin sarana

DIAGRAM ALUR REKOMENDAST IZIN APOTIK

Dinas K8ehatan Pmgendalian Pendudul dan Keluarga Bercncana
Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Pelayanan Kes€hatan Primer dalt Tradisional
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E
f:l

LJ
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PEI.IMPAHAN PERIZIT{AN DA'{ NO PERI2Ii{AN
DII{AS XESEHATAN, PENGEITDAIIAT{ PENOUDUK DAI{ XELUARGA EERENCTiIA I(ABUPATE MAI.II{AU

TAHU 2(}22

1

2

3

4

5

Undang-undan8 Rl No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik
Undan8-undan8 No. 36 Tahun 2009 tentanS Kesehatan

UndanS-undanS No, 23 Tahun 2014 tentang Tenaga
(es€hatan

Peraturan Pemedntah No. 18Tahun 1999 tentang
Pengelolaan timbah Bahan Eeracun Berbahaya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaaa dan

Relormasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentanS
Pedoman Standar Pelayanan
Permenkes Rl No.9 Tahun 2017 tentangApotik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Iomor 138tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu

Daerdh
Peraturan Menteri l(esehatan Republik lndonesia Nomor
26tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi

Secara Elektronlk Sektor Kesehatan
Permenkes No. 14 Tahun 2021tentang Stahdar Kegiatan

Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Pertinan

Berusaha Berbasls Resiko Sektor Kesehatan

a. Surat permohonan dan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermaterai Rp. 10.000,-

b. FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP)pemilik Apotikdan Apoteker penan8gung

jawabApotik

c, Fotokopi Nomor Pokokwaiib Pajat (NPWP)

d. Fotokopi Nomor lnduk Eerusaha (NlB) yanS diterbitkan oleh temba8a OSS KBLI

47721 (kunjungi website https://o5s.8o.id)
e. Pas foto pemllik Apotik berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar latar merah

f. Fotokopi akta pendirian usaha

8. Fotokopi lzin Mendlrikan Bangunan (lMB)dan melampirkan surat perjanjian

sewa / kontrdkatau surat kuasa jika bukan pemilik bangunan

h. Melamplrkan buktl luna5 PB8-P2 tahun berialan

j. Fotokopi dokunen lingkunSan SPpL yanS diterbitkan oleh Lembaga OSS

k. Akte perjanjian kerjasama Apoteker penangung jawab Apotek dengan pemilik

sarana Apotik bermaterai Rp. 10.0m.,
l. Surat pernyataan dariApoteker penanSgunSjawab Apotik bahwa tidak bekerja

tetap pada perusahaan furmasilain dan tidak menjadiApoteker penanggung
jawab Apotik dlApotik lain bermateraiRp. 10.000,-

m. Surat pehyataan pemilik sarana akan tunduk kepada peraturan yan8 berlaku di

bidanr kesehatan kefarmasian bermaterai RD. 10.000,-
n. Fotokopi 5urat rekomendasi dari organisasi profesi

lzin Apotik 5 tahun dan 17 hari

kerja

6

7

8

9

NO DASAR HUI(UM
JEt{t5

PERIZINAI{
PERSYARATAI{ MASA BERIAXU & SOP BIAYA

i. lzin lokasi/tata ruang



o. Fotokopi ljazah terakhlr p€ianStung jawab Apotil yang dileSallslr

p. Fotokopi Surat Tanda Redrtrasl (STR) Apoteler

q. Fotokopl Su,at lzin Praktik (SlP) Apoteker

r. Profil Apotik fdng dllen8kapi denSan I

- Struktur or8anlsasl

- Daftar nama SDM Apodkdengan mencantumkan nama, alamat, tangSal lulus

- Denah bangunan Apotlk dan peta lokasl
- Daftar pedncian sarana, prasarana dan alat perlengkapan Apotek
- SuGt pernyataan persetujuan^idak keberatan dariatasan langsung (untuk PilS

atau TNI atau POLRI atau EUMN atau BUMD) b€rmaterai Rp. 10.000/-



STAI\DAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN APOTEK

NO. KOMPONEN T]RAIAN
I Produk Pelayanan Rekomendasi Izin Apotek

Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik

Apotik dan Apoteker penanggung jawab Apotik
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS KBLI 47721
(kunjungi website https://oss.go.id)

e. Pas foto pemilik Apotik berwama 4 x 6 sebanyak 2
lembar htar merah

f Fotokopi akta pendirian usaha
g. Fotokopi lzin Mendirikan Bangurur (lMB) dart

melampirkan surat pe{anjian sewa / kontrak alau
surat kuasajika bukan pemilik bangunan

h. Melamphkan bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan
i. Izin lokasTtata ruang
j. Fotokopi dokumen lingkungan SPPL yang

diterbitkan oleh t embaga OSS
k. Akte perjanjian kerjasama Apoteker pen.ngung

jawab Apotek dengan pemilik sarana Apotik
bermaterai Rp. I 0.000,-

[. Surat pemyataan dari Apoteker penanggung jawab
Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan
farmasi lain dan tidak nrenjadi Apoteker
penanggung jawab Apotik di Apotik lain bernraterai
Rp. 10.000,-

rn Surat pemyataan pemilik sarana akan tunduk
kepada peraturan yang berlaku di bidang kesehatan
kefarmasian bermaterai Rp. 10.000,-

n. Fotokopi surat rekomenrlasi dari organisasi profesi
o. Fotokopi Ijazah terakhir penanggung jawab Apotit<

yang dilegalisir
p. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Apoteker
q. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker
r. Profil Apotik yang dilengkapi dengan :

- Struktur organisasi
- Daftar nama SDM Apotik dengan

mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus

2.



- Denah bangunan Apotik dan peta lokasi
- Daftar perincian sarana, pra$uana dan alat

perlengkapan Apotek
s. Surat pemyataan persetujuan/tidak keberatan dari

atasan langsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI
atau BUMN atau BUMD) be(Mterai Rp. 10.000,-

Dasar Hukum a- Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan

d. Peraturan Pemerintah No. l8 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

f. Permenkes RI No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

i. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perijinan Berusaha Berbasis Resfto Sektor
Kesehatan

4 Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

a- Surat permintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu @PMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
persyaratan izin ke petugas Frofi Afrce (FO) untuk
purgecekan berkas dan kelengkapannya

c. Petugas FO memberikan brkas kepada Back Affrce

@O) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan

3.



g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinarl
K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas

h. Bila tidak sesuai penundaan rekomendasi
i. Pengiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas

Diterima PEMOHON

v
Ditolak

v

Diterima

Ditolak

v---

Diterima

B ERKAS

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

VISITASI

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

REKOMENDASI

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
s/d 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 s/d

11.00 wrTA)
6. Biaya./Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
? Pananganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media:
Website : -
Email : diskes-malinau@tahoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

1) Nelly Yuf iana (No. Hp. 0822543387 14)
2) Veronica AG. (No. Hp. 081243753133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8 Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a- Sarana
I. Mobil
2. Kamera

b. Prasarana Fasilitas
l. Ruang konsuhasi
2. Toilet

BERKAS



3. Meja
4. Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. Alat Tulis Kantor
8. Fonrnrlir/Cekli$
9. Stempel
IO. AC
1 1. t oket infornasi
12. Dispenser

Bilik laktasi
Fasilitas disabilitas
Ruang tunggu
Ruang pengaduan
Pojok informasi
Lahan parkir
Jaringan Wifi

-)

4
5

6
7
8

9

Kompetensi Polaksana a- Momahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi teknologi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- P$ryas front ofice
- Petugas back ofrce
- Tim teknis
- Peiabatpenandatanganrekonrendasi

11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waklu
penyelesaian dengan perilaku pehyanan rama[ cepat,
tepal, santun dan bebas pungli.

12. Pengawasan Intemal Dilakukan oleh :

a Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

l3 Jaminan Keamanan dan
Kese lamatan Pelayanan

a Keamanan produk diiamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

9.

10.



Ditetapkaa di : Malinau
Pada Tanggal : 23 Febnnri2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

. 19700118 200003 1 003e.
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PEMERINTAH KABUPATEITI MAUI{AU
DltrlAS (ESEHATAI{ PENGENDAUAI,I PENDUDUK, PE 

'IGENDAUAT{ 
PE 

'lOUDUr 
DA KELITARGA EERENCANA

,L RESPET{ n BU TElp (0ss3} 21174 FAX (05s31 21275 MAUNAU UTARA 77554

STAN DAR OPERASIONAT PROSEDUR
REKOMENDASI IZIT'I TOKO OBAT

No. Ookuman

TOl. Pen6tapan

Tot. Revki

Tgl. Ef€ktf

Nelrle SOP

02 /YANKESPRIMER / II/ 2022

22 Feb.JEi202.

22 Fed)ad 2022

23 Fetuan 2022

Rakom.nda.l lzln Toko Obet

DASAR HUKUTI :

1. Un&ng - undeng Rl No. 25 Tdun 2009 t€obng Pdeyalen Publik

2. Undang -uMang No 36 Tahun Z)09 ientang Kclohaten

3. Urdang'undang No. 36 Tahun 2014 t6ntang T6rEg€ Kd€hatan

4- P€rmenkes No. 14 TEhun m21 tent6h0 Stander Kegiatd Usaha dan Produk padE P€nyslerEEaraen P€rijinan B€ru3aha a€rba5i! Rs8iko

S€kto. Kes€hatan

5. fcpflenk63 No. 1331 / Mank@ / SK / X / 2002 t€ntang Perubahan alias Peraturan M€.lkes Rl No. 167 / l(ab / B.Vlll / 1972 tentang P6dag€ng Ec€En

Obal

KUALIFIXASI PELAKSANAAX :

Stendar p€hkBanaan da k€giatEn adalah r p€ngulangan
pek6rlran 15% clan kepuasan konsurnen E5%

PE}TCATATAN / PEXOAIAAN :

1. Oproses set€leh fiElalui kaji€n deri Tim Teknis

2. Rokorn€ndasi di tanda hng€niol€h Kepala DKPPKA

3 lzin borlaku 66uai dengEn p€Byaralan masingrm3ing

PERINGATAN :

R€kofiBMasi p€rizinen d6pet dicebut ol€h OKPPKB jika
menyalahi aturen

PERSYARATAN KETERKAIIAN OI,TPUT AIAYA WAXTU
PERALATAT{/

PERLENGKAPAN

Dokumen ponhohomn mangikdi po$y8raian p€aizinan yang di mohon
Dinas P6nansmen Model P6lsyanan

Tem6du Satu Pintu (DPMPTSP)
17 (tujuh belas) hari

kerja

B6rkEB

kompubr, prinbr,
ATK

DISAHKAN OLEH

KEPALA DII{43,

19700118 200003 1 003

Rakofi!€ndrsi lzin Toko Obat



DIAGRAM ALI.JR REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT

Instansi
Bidang
S€ksi

: DirEs Kes€hatan Peng€ndalian Pendudul darr Keluarga Berencana
: Pelayanan K€s€hatan dan Keluarga Berenaana
: Pelayanan Kes€hatan Primer dan Tradi6ional

NO UBATAN KEGIATAN

PBLAKSANAAN MUTU BAKU

KETDRANGAN
PEM(,I'('N DPMPTSP

KEPALA
DKPPKB YANKESPPKB

KEPAI.A SEKSI
YANKf,SP'I

TIM TEKNIS
(DPMPTSP &

DKPPKA}

STAT
YANKES

rt
KELENGKAPAN WAKIU OUT PUT

1 Pemohon rEnyerahlan b€rlas
pemohonan kepada DPMPTSP

DPMPTSP rEnerim., mmedlsa,
mmeliti kelmglape b€rkas
pemohoffn, iika tidak lengkap
d*embalikan untut dileryknpi

I
t 1,"[l

3 DPMPTSP nenerusk& b€rkas
permohonan kepada D(PPKB

4 Mendiha berkas permoholm dan Disposisi

5 Peherikarn be*as pernohonan I -t
Check list

kerensxaPdt

7 Tim rclois verifikasi melalulan
kujhg.n kesiapan sa.af, a
nEgsunalan ch€.t list

_l
Che.t list

8 Tim tetnis verifikasi membuat
b€rita acsr6 hasil peEerikaan

!

9 Pros€s p€nerbitan sutat
rckomefi asi b€rdasarkm halil
berita acara pellelikaan sarana

14hari

10 K!6ie. Yanle6 Primer dan
Tradi6ional nemeritsa hasil
p€nSetikan 6llrat tekomendasi dan
[le[lbelirln Pa,aJ p6etujuan

11 Kabid. P€layanan Kesehatan
meffant lrkan paral p€rsetuil8

12 Keprla DKPPKB mlru.datangani
srat rekomendasi kelayalon
penetbitan izin sarana

Y

I

ff
fl



PEUMPAHAII PfRtrI]{AI{ DAII I{OT{ PEiEINA]{
DTNAS TGSEHATAN, PEt{GEt{DAlrAr{ pft{DUOUT DAI XEtUAnGA BERITCAT{A XABUPATEi{ MAUI{AU

rAHUt{ 2022

NO OASAR HUXUM ,ENIS PERIZINAI{ PERSYARATAN MASA SERTA(U DA SOP SIAYA

1

2

3

4

5

6

7

8

UndanS-undang Rl No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

UndanS-unda4 l{o. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan

UndanS-undang No. 23 Tahun 2014 tentanS TenaSa

Kesehatan
Peraturan Menterl Penda)€Sunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Blrokrasi t{omor 1S tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
Peraturan Menteri Dalam Neteri Nomor l3Etahun 2017

tentanS Penyelenttaaaan Pelayanan Terpadu Satu Plntu

Itaerah
Peratu@n Mented Kesehatan Republlk lndooesla Nomor

26 tahun 201t tentanS Pelayanan Pe .lnan Terintet6si
Secara Ele*tonik Sektor Kes€hatan
Permenkes No. 14 Tahun 2021tentang Standar Kegiatan

Usaha da. Produk pada PenyelenSSaraan Perijinan

Serueha Berbasls Reslko sekto. keiehatan
(epmenkes tlo. 1331/ Menkes/ SX/X / 2m2 tentant
Perubahan alas Peratrran Menkes Rl No. 167 / Kab/ B.Vlll

/ 1972tentang Pedagang Eceran Obat

lrin Toko obat a, Surat permohonan dan p€myataan kebenaran dan keabsahan

dokumen b€rmateral Rp. 10.000,-
b. Fotokopl (anu Tanda penduduk (KIP) pemilik Toko Obat dan

Tenara Teknlk (efarmasian
c, Fotokopi Nomor Polok Wajlb Pajak (i'IPWP)

d. Fotokopi Nomor lnduk Berusaha (l'l18) yanS diterbitkan oleh

Lembaga OSS KBI-I 47722 (kunjungi website httpsr//oss.go.id)

e. Pas foto pemilik berwarna 4 x 6 sebanvak 2 lembar latar merah

f. Fotokopiakta pendirian usaha

i. Surat pe.nyataan dari Tenaga Teknik Kefarmasian sebagai

penaoSSungjawab teknls Toko Obat bermaterai Rp. 10.000,'
j. Fotokoplljazah yang dlleSallrir selaku penangSung jawab toko obat

k, Fotokopi surat izln kerja

l. Denah bangunan/ruangan dan peta lokasi Toko Obat
m. Daftar sarana, prasarana dan peralatan

n. Oaftar nama SDM Toko Obat
o. Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan yanS b€rlaku di

bldang kesehatan bermaterai Rp. 10.0@-
p. Surat pemyataan p€rsetuluan/tidak keberatan dariatasan langsung

(untuk pNS atau TNlatau POLRI atau BUMN atau BUMD) b€rmaterai
Ro. m.mo,-

5 tahun dan 17 harikerja

t, Fotokopi l.ln M€ndlrlkan Ean8unan (lMB) dan .relampirkan suErt

p€rjanjian r€wa / kontr.k atau su.at kuasa iika hrkan pemilik

bantunan
h. Fotokoplbuktl lunas P88- P2 tahun berJalan



PEMERIKSAAN TOKO OBAT

Nama Toko Obat

Alamat

Nama Pemilik

Alamat Pemilik

Telepon

Nama Penanggunglawab

SIX Nomor

Tanggal Pemeriksaan

I . LOI(ASI DAN SARANA

1, Lokasi Toko Obat tedetak di lingkungan :

I Perumahan I Pertokoan E dan lain-lain

2. Luasbangunan:........................m?

3. Status bangunan :

E Milik sendiri E Sewa D dan lain-lain

4. Sarana gudang

E laa [r ataaa E sumberlain

II. KEGIATAN

1. Pembelian obat dari :

n Psr E Apotek f] sumber lain

sebutkan beberapa tempat pembelian :

1)

2).

3).

2. Penyimpanan:

a. Obat b€bas terbatas di simpan

n Tersendiri E Bersama obat/ barang lain

b. Kondisi penyimpanan obat dapat menjamin kualitas obat

E Baik I culup ! rurang

3. Penjualan

a. Peniualan dilakukan dalam

t] Jumlah besar ! secara eceran

Jika secara eceran dilakukan perubahan kemasan :

tr Ya tr ridak

b, Selain obat.iuga menjual :

tr obat tradisional

Kosalkes

Makanan/minuman

dan lain-lain, sebutkan....

E
n
n



STANDAR PEI.AYANAN PT]BLIK
REKOMENDASI IZIN TOKO OBAT

NO. KOMPONEN I]RATAN
I Produk Pelayanan Rekomendasi Izin Toko Obat

Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermataai Rp. 10.000,-
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik

Toko Obat dan Tenaga Teknik Kefarmasian
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak G.[PWP)
c. Fotokopi Nomor lnduk Berusaha (1.{IB) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS KBLI 47722
(kunjungi website https://o ss.go. irt)

d. Pas foto pernilik berwama 4 x 6 sebanyak 2 lembar
latar merah

e. Fotokopi akta pendirian usaha
f Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (tMB) dan

melampirkan surat perjanjian sewa / kontrak atau
surat kuasajika bukan pemilik bangunan

g. Fotokopi bukti lunas PBB - P2 tahun berjalan
h. Surat pemyataan dari Tenaga Teknik Kefarnrasian

sebagai penanggung jawab teknis Toko Obat
berrnaterai Rp. 10.000,-

i. Fotokopi ljazah yang dilegalist selaku penanggung
jawab toko obat

j. Fotokopi surat izin kerja
k. Denah bangunan/ruangan dan peta lokasi Toko Obat
l. Daftar sarana, prasarana dan peralatan
m.Daftar nama SDM Toko Obat
n. Surat pemyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai Rp. 10.000,-
o. Surat pernyataan persetujuan/tidak keberatan dari

atasan langsung (untuk PNS atau TNI alau POLRI
atau BUMN atau BUMD) bernnterai Rp. 10.000,-

., Dasar Hukum a- Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan

d. Psraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Btokasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

2.



c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

f Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronk Sektor Kesehatan

g. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Kesehatan

h. Kepmenkes No. 1331 / Menkes / SK / X I 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Menkes RI No,
167 / Kab / B.VIII I 1972 |srrtarlrg Pedagang Eceran
Obat

Sistem, Mekanisme dan

Prosedur
a Surat permintaan pertimbangan teknis dan

rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepata Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
perslaratan izin ke petugas Front Ofrce (FO) untuk
pengecekan berkas dan ke lengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Ofice
@O) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinarq

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas

h. Bila tidak sesuai penundaan rekomendasi
i. Perngirimar/penyerahan rekomendasi oleh petugas

4.



Diterima PEMOHON

Ditolak

{-_i
Diterima

Ditolak
A

t,

Diterima

FRONT OFFICE

EERKAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
yd 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 yd
11.00 wrTA)

Bimyallarif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media:
Website : -
Email : diskes malinau@yahoo.co.id
SMSAMA Pengaduan :

1) Nelly Yuliana (No. Hp. 082254338714)
2) Veronica AG. (No. Hp. 081243753133)
Instagam : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8. Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a Sarana

l. Mobil
2. Kamera
3. Meja
4. Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. Alat Tulis Kantor

b. Prasarana Fasilitas
1. Ruang konsultasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitas disabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan
7. Poiok informasi

BER(AS

vr5rTAst

REKOMENDASI

6.



8. Formulir/Ceklist
9. Stempel
IO. AC
1 1. Ioket informasi
12. Dispenso

8. Lahan parkh
9. Jaringan Wifi

9 Kompetensi Pelaksana a Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi teknologi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- Pdugaslront ofice
- Pdugas back ffice
- Tim teknis
- Peiabatpenandatanganrekomendasi

11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesr.rai waktu
poryelesaian dengan perilaku pehyanan ramal1 cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

12. Pengawasan Internal Dilakukan oleh :

a" Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

t3. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a" Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja Pehksana a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Fapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran



Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal :23 Februari2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

. 19700118 200003 1003
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PEMEiINTAH (ASUPATEN MAI.INAU
DINAS KESCHATAN PENGENDAIIAI{ PE DUOUIq PE GE DAUAN PE'{OUOUI( DAN KELUARGA BERENCANA

Jr,. RESPEX TUEU TEr."p (Oss3) 21174 FAX (Cis3) 2127s MAUNAU UTARA 77ss4

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR
REKOMEiIDASI IZIN OPTIKAT

ilo. Ook(rntqr

Tel. t ile.p.n
Tgl. R.vhl

Tgl. Ellldl

N.m. SOP

08 / YAr.rPRritER / [ / m22

2,2F.hr1m22
22F.A).n12022

23F.D'd,20n

R.lom.nda.l ldn ODdIll

DASAR HT,KUX:

1- Und.ng - undfig Rl No. 25 T.hun 200e t.nt ng Pchyar.n Puulk

2. undeng -und.ng No. 36 Tlhun 200e t.ntlne Ka..heLn
3. UndengFundang No. 36 Tehun 2014lrnLne Taneg! KcacheLn

4. Pcmq*c3 Rl No. I frhun 2016 t nl.n0 PanyrlGogg.r.an Optllal
5. Pcms|kc! No. 14 Tahun 2021 t ntlno Slmdlr K.eldrn U{h. d.n Poduk p.da Peny.hn!O.r..n Pcdlnfi E.ru.thr Bcbeds R6.lko

Saktor Kaaahalan

KUALIFIT\ASI PELAKSATAAT :

Slendar palsi(a$aan darl kGllatan sdahh : p6ngulangan
pakarleEn 1 5% dan kapwaen l(onNman 85%

PENCATATAN 
' 

PEiIDATAAN :

1 . Oip.ot6! lrlclah mclalui lrllan dad Tlm T6kni3

2. R.komend.lidit nde tenglniolch K.pala OKPPXB

3. lzh bldatu ltluald.og.n Fr.}fr.trn masing-marhg

;,ERI O TAI| :

R.ro.rEld..IFthn d.p.t dlc.M o|..t oKPPxB jlke
nralyrLhl atrrm

PERSYARATAN KETERXAITAN OUTPUT
PERALATAU

PERLENGKAPAX

Ookumon pcnnohmen mcogikutl pa€ytelen p€rth€n y.rE dlmohon
Ona3 Panananen Modet Pctlyir€n

T.fpadu salu Pintu (oPMPTSP)
Rekom€rdasi lzin Optil€l

,7 (uiuh b.ta) h.ri
k rl.

8a.ta

ATK

OI$qHKAN OLEH

DINAS,

NrP. 1970118 200003 I 003
4l t r$

l(HA o

gI,AYA



InstaIlsi
Didang
Sek"i

NO UnAIAN KECIATAN

PELAKSANAAN MUTU DAKU

l(ETf,RANGAN
PEMOHON DPMTTSP

KEPALA
DKPPKA

XAEID
YANKESPPKI

TIM TEKMS
(DPMPTSP &

DXPPKE)

STAI
YANKES

PI
XELENCXAPAN WAXIU OUTPUT

1 P.rbhon rpnyeral'lar berti!
Frndroirn Lpa& DPMPTSP

B.trLr!

2 DPMPISP rner€dEq m€m€dt a,
m€n€liti r€kigl(apa be.Las

FdolbrEtr iila tjdlr brgrap
dlt€nbali}tn Etuk dilengkpi

T
I janr

3 DPMPTSP heneru6tan b€rk !
permohonan tepada DKPPKB

4 Meerima berkas peimohonu dm Disposisi

5 PeEElilsaar berlas p.rnohoM
T

I
lj* Checl lht

kebnglope

Ttdl tekds veri6}.5i o€liLrlrtr
hlniusm k6i.pe ernu
n€ng8u..k nchecl lit

__l
2 iIEr Ch..t tbt

8 Tim telnis verifilasi membuat
berita a(ara ha6il pemeriLarn

,i

Prcs pdrerbitan sual
rekoMdai berd.sa*an hasu
berita acara ,'emeri&sam ralrna

14 hari

l0 Kasi€. YankesprirEts memerikBa
huil pmgeti}rn surat reloErend.li
d& r€mb€trilrn p.rat Fsetuiurn

ll Kabid P.lryM Ker.lui.n
ineff ariuE*a Pu.I Peneh4l8

12 K.prra DKPPKB menddatagai
$l!t rekomtldasr kehyalar
Denerbitan izi. ssana

t hari

DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN OMIKAL

Dinas Kesehatan PmSendalian Pendudul dan K€luarga Besencan
Pelayann K6€hatan dan IcluarSa BererEana
Pelayanan KeBehatan Primer dan Tradisional

KEPALq, SEKSI
YANK6SPT

E
E



PTUMPAHAI{ PTRIzIT{A'{ OAI{ IIOT{ PERIZI AT{

DII{AS XISEHATAI{. PEI{GENDAIIAT{ PETDUOT'T DAII XELUARGA BEREI{CAIA TABUPATET{ MAUNAU
TAHU 2022

I

2

3

4

Undan8-undant Rl I'lo. 25 Tahun 2009 tentanS Pelayanan

Publik
LjndanS-undang No.36 Tahun 2m9 tentanS Kesehatan

Undang-undan8 No. 23 Tahun 2014tentang Tenaga

Kesehatan
Peraturan Menteri PendayaSunaan Aparatur Ne8ara dan

Relormasi Bhokasl l{omor 15 tahun 2014 tentan8
Pedoman Standar Pelayanan
Permenkes Rl No. l Tahun 2016 tentang PenyelenSSaraan

Optikal
Peratuan MenterlOalam NeSeri Nomor 138 tahun 2017

tentang Penvelengsaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

oaerah
Peraturan Menterl Kes€hatan Republik lndonesra Nomor

26lahun 2018 tentang Pelayanan Perlzlnan Terlntegrasi

Secara Elektronlk Sektor Kesehatan
Permenkes No. 14 Tahun 2021tentan8 Standar KeSiatan

usaha dan Produk pada PenyelenSSaraan Perijinan

B€rusaha Berbasls Reslko Sektor l(esehatan

a, Surat pe.mohonan dan pernyataan kebenaran dan keabsahan

dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi kartu Tanda Penduduk (fiP) pemohon

c. Fotokopi omor Pokol Wailb Pajak (NPWP)

d, Fotol@pi Nomor lnduk 8€rusaha (Nl8) yanS diterbitkan oleh
l-ernbaga OS (kunjunSl webshe https://oss.to.id)

e. Pas loto pemilik b€rwaana 4 x 6 sebanyak 2 lembar latar merah

f. Fotokopi akte pendirian usaha

8. Fotokopi lzin Mendlrikan Eangunan (lMB) dan melampirkan suGt
perjaojian sewa / kont.ak atau surat kuasa jlka bukan pemilik

banSunan
h, Fotokopibuktllunas PBB- P2 tahun berjalan

i, Fotokopi perjanjian kerja sama denSan laboratorium dispensing

baSi Optikal yang tida k memiliki laboratorium
j surat pemyataan akan tunduk kepada p€raturan ydnS berlaku di

bldar€ kesehatan bermaterai Rp. 10.000,-
k. Surat pemyataan kes€diaan Reftaksionis Optislen atau Optometris

untul meniadi penanSgunSiawab pada Optikal yang didirikan
l. Rekomendasidari asoslasl Optikal setempat

m. Fotokopi liazah /sertlflkattenaga ahli.efraksionisyangdilegalisir

n. Fotokopi Surat Tanda Registrali (STR) Refrakionis Optisien atau

Optometris
o. Fotokopi Surat l2in Praktlk (SlP) semua pegawal yang bekerja
p, Daftar nama peSawal beserta tu8as dan fungsinya
q. Denah ruanSan kuant kerja Optikal sendiri dan ruan8 pemeriksaan)

5 tahun dan 17 hari kerra

5

5

8

I{o DASAR HU(UM JEI{IS PERIZINAN MASA BtRI-AXU & SOP BIAYA

7

lzin Optikal

PENYARATAI



r. Daftar sarana dan perahtan fary akan digunakan
5. su.at p€myataan peretujuan/tidak keberatan dad atasan langsunS

(untuk PNS atau TNI atau POl,Rl atau BUMI{ atau SUMD) bermaterai



PERSYAnATAN SARANA OAN P&qSAnA iq

PERAI.ATAN OPIII(AT BERDASARKAN PERMENXf,S NOMOR l TAXUI{ 2016

Ada TidakRINCIAN

Sarana dan Prasarana serta peralatan

Sarana

Ruang tunggu / ruang pamer

Ruang pelayanan refraki optisi minimal 1 x 3 m1

Ruang pelayanan lensa kont.k minimal 1 x 2 m':

Ruang pelayanan relraksi, optisi dan disday/ pamer minimal4 mr

Prasarana

1) Penerangan ruang pemeriksaan refraksi

a. Penyinaran luar : 480 - 600lux

b. Penyinaran dalam '. lzocdlm'1

>u%c. Kontras

2l Meja untuk menempatkan trial lens set, trialframe dan lensmeter

3 ) Kursi untuk pasien dan pemeriksa

4) Kartu kerja / rekam medik / kanu status refraksi

I

5) Bak pencucitangan, handuk /tissue

Peralatan

a. Kartu snellen / optotip yan8 dilenSkapi dentan astigmat dials

b. Kartu baca

c. Trial lens set dan trial frame

d. Red green test

e. Worth four dots test

f. PenSSaris PD

8. Kaca pembesar/ loupe

h. Pen liSht / lampu s€nter

i. Buku tes buta warna

j. Lensmete.

k. Retinoskop

1)

l. Silinder 9ilan8

Peralatan pelayanan optlsi meliputi

a. Gunting

b. Cermin

c. Seperangkat tang fitting

d. Seperangkat ob€ng

e. Center thickness / thickness gau ge

f. caliper

g. Spherometer

h. Heather / pemanas

c.

2)

i. Pembersih lensa kaca mata

IIIIIIIIrIIIII

IIITIIII
ITIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII

ttltt
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STANDAR PEI,AYANAN PT]BLIK
REKOMENDASI IZIN OPTIKAL

KOMPONEN URAIAN
I Produk Pelayanan Rekomendasi Izin Optikal
2 Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:

a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan
keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPIVP)
d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS (kunjungi website
https://oss.go.id)

e. Pas foto pemilik berwarna 4 x 6 sebanyak 2 bmbar
latar merah

f Fotokopi akte pendirian usaha
g. Folokopi Izin Mendirikan Bangunan (INC) dan

melampirkan surat perjanjian sewa / kontrak atau

surat kuasa jika bukan pemilik bangunan
h. Fotokopi bukti lunas PBB - P2 tahun berjalan
i. Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium

dispensing bagi Optikal yang tidak memiliki
laboratorium

j. Surat perflyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai fu. 10.000,-
k. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien

atau @ometris untuk menjadi penanggung jawab
pada Optikal yang didirikan

l. Rekomendasi dari asosiasi Optftal setempat
rnFotokopi Ijazah / sertifikat tenaga ahli refraksionis

yang dilegalisir
n. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Refi:aksionis

Optisien atau Optometris
o. Fotokopi Surat Izin Praktk (SIP) semua pegawai

yang bekerja
p. Daftar narna pegawai beserta tugas dan fungsinya
q. Denah ruangan (ruang koja Optikal sendiri dan

ruang pemeriksan)
r. Daftar sarana dan perahtan yang akan digunakan
s. Surat pemyataan persetujuan/tidak keberatan dari

atasan hngsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI
atau BUMN atau BUMD) bernuterai Rp. 10.000,-

NO.



J Dasar Hukum

4 Sistenl Mekanisme dan
Prosedur

a- Surat permintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b, Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
persyaratan izin ke petugas Front Ofice (FO) untuk
pargecekan berkas dan kelengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Offrce
(BO) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai pareibitan rekomendasi, Tim perizinarl

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesrai penundaan rekomendasi
i. Pengiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas

a" Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehalan

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tanaga
Kesehatan

d. P€ratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Rebrmasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

e. Permenkes N No. 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Opt ikal

f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 tentang Poryelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

g. P€ratuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronk Sektor Kesehatan

tu Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan hoduk pada Penyelenggaraan
Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Kesehatan



Diterima PEMOHON

v
Ditolak

v

Diterima

Ditolak

v

Oiterima

B ERKAS

FRONT OFFICE

8 ERKAS

TIM PERIZINAN

REKOMENDASI

vrs|TASl

PENGIRIMAN

REKOMENOASI

OPMPTSP

Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
s/d 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 Vd
l r.00 wrTA)

6. Biaya/Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau se lama jam pelayanan

b. Pengaduan dapat dilahrkan melalui media :
Website : -
Email : diskes malinau@yahoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

l) Nelly Yuliana (No. Hp. 0822543387 14)
2) Veronica AG. (No. Hp. 081243753133)
Instagam : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8. Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a- Sarana
l.
)
J.

4.
5.

6.

Mobil
Kamera
Meja
Kursi
Komputer
Printer

b. Prasarana Fasilitas
l. Ruang konsultasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitasdisabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan

BACK OFFICE

5.



7. Alat Tulis Kantor
8. Formulir/Cekli$
9. Stempel
10. AC
1 l. tnket infornrasi
12. Dispenser

7
8

9

Pojok infornnsi
l,ahan parkir
Jaringan Wifi

9 Kompetensi Pelaksana a- Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian si$em berbasis

informasi tekno logi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekonrndasi izin operasional
klinik terdiri dari :
- Petugas informasi
- Pdugasfront ofice
- Petugas back ffice
- Tim teknis
- Peiabat penandatanganrekomendasi

ll. Jaminan Pelayanan Merdapatkan pelayanan berdasarkan prosedur t€tap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesrai waktu
per,yelesaian dengan perilaku pelayanan ramalu cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

Pengawasan Intemal Dilakukan oleh :

a" Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehaan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutamakan dan bebas dari pungutan lia
14. Evaluasi Kinerja Pehksana a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Evaluasi sisem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evafuasi yang dilaksanakan secara brkala
d. Kotak saran

12.



Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

Kepala Dinas Kes€hatan

Penduduk dan KB

. 19700118 200003 1 003
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PEMERINTAH XASUPATEN MAIINAU

DINAS KESEHATAI{ PE]{GENDAII,AI{ PEI{DUOUX, PENGENDALIAI{ PENDUDUX OAIT KEIUARGA BERENCA]TA

JL. RESPE TUAU TE|-P (0553) 21174 FAX (0553) 21275 MAUNAU UTARA 77554

STANDAR OPERASIONAT PROSEDU R

REI(OME]TDASI IZI PRATNK MAT{DIRI TEI{AGA TESEHATA'{ TRADISIO AL ATAU GRIYA SEIIAT (AXUPUI{IUR,

REFrlrsrONtS, SHtNSE, TABrB)

Td. R.vl.l

TC. Et*l'
il]n.sOP

07 / YAIKeSPR|MER / [ / 2022

2F*!.ti2gzl
22Fdnl2@
nFAti2Oi2
R*o.ri 5t tdn hdll Lxtrt
rn.g K-lidr rrrd.Li.a lEr (l.t.
3.alt G{o+utlr, i.r.a.do.ib, !|i.i.,r-r)

OASAR HI'ruI :

1. Und.ng - undflg Rl No. 25 Tdln z)(F Lr'tar! P.Lyr].n PLbrik

2. Undrno -un(|.ng I'b. 36 T.l n200€t ntr1g Xx.hr.n
3. Un(!q|1rnd$g No 38 T.hun 2014 t oraro Tm.ttr X...h.i n
a. P.. .rl(.. Rl l,b 15 T.hun 2o18lmi$9 P!q.LrEg.r..n Pclaylnln K.!.hd{l TEdLl6.d xompl.m.r{or

5. P.inar*.. No. la T.t!l,l 2@1 Lrnrlo $rnr (.gi.n Uxh. d.n Prcdt* ped. Piry.LngEr..n P-linfl B.ru!d. Brb-i. FL.{rc

XUAUSFIXASI PELAXSAIA T :

Sl.nd.. p€laklrllal dari k gLEn add.h : p.r'guL.$n
p.tdt rt 15* dE k pu.ldr komum.i A596

PETCITATAI 
' 

PE DATA  :

1. Oip.!... ..Lllh m€laluik4lh d..iTlm T.rni
2. R.l(dnin d d rrrh irllmi d.h t(q.L oKPPKE

3 lr't b-rku E l' d.nCfi Fryr.E m.drefiehg

PERIiGATAI :

R.kdnond..i p.rizhgl d.p!r dirhn obh oKPPKa jikt
m6nyal6hi at an

PERSYARAIAII I(ETER(AITAN ouT"t T

Dokomen permohonan rneogikuti perryaratan peririnan yBnS dimollon
Dinas P€n.naman Modal

Pel.yanan T€.p.du Satu Pi rnu
(oPMPTSP)

Rckomandasi lzin Praktik

Mandlrl Tene3a xes€hatan
Tradlslonal atau Grifa Sehat

(Akupuntur, Reflekslonb,

ShlG., Tabib)
ATK

KEPALA ONA3,

197m1182@@31 @3

PERALATATI/
PERLEITG(APAN

DISAHKAN OLEH



DIAGRAM ALUR REKOMENDASI
lzln k ttik Mandiri Terug. I(6€h.tan Tr.diriond.a.u Griy. Seh.t (ALupsntlr, RcflelBioni& Shinse, T.blb)

Eideg
Sebi

: Ditr. y\6ehat n Pen8airli.. P.rdudul d.n (.lwg. B.r€rrru
: Pclrya$n Kah.r.r&n l(ll'llrga BeEtI,M
: P€hy.trrn Ke.ehat n Prlm.r dln Tradilih.l

N() URAIAN XECIATAN

MU'IU AAXU

KEITNANCAN
PIMOHON
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YAN(ESPT
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DXPPKB)
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parblbM l€9.d! DPMPTSP
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P'e' Fcbite .urtt (totrEdor
b.dsr*.! h6il bdiu x[.

l0 X-a. Ydl6print lltrrik
hrn FnSedr,n dral RlorEldat
d.n Mterilon pd, peEtuju

lQt!i<l. PtbyaM K*hat n
mratumlln Pe.ar Per*tujun I
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st taT PEtlMPAlrar{ PERrzMl{ o l{ l{omrf,rzrriar{
OI AS TESEHATA , PfNGS OAIIAi PEIIOUOUI( OA'I IGIUARGA IEREIICAITA XAIUPATEI{ MAIIIIAU

TAHUI{ M22

NO OASAR IIU(UM lElus PEitztt\Al{ PERSYARATAI{ MASA AERTAXU & SOP

I

2

3

5

6

7

8

9

10

Und-f - und.q t5. I Tahun 1999 t.nt lr! P.dlndung,
Xonauman

Unda3-undrt. tlomor 25 talun 2q)9 t itan! Palrr-r5
Undarf-ud.n! tao. 35 Trhut 2(xE t nten! X...hatrn

UndanS-undary No. 23 Tahun 2014 tentang T€nag

Peraturan Menterl Pendeya8unaan Apa6tur Nctara dan

R€formasl Elrokrasl Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayenan

Pehturen Mentcrl lcs€hatan Nomor 61 tahun 2016

tantanS Pel.yanan Xesahatan Tradislonal €mplrls

Peratxan Mcnt rl Dalan NeSEri Nooor 1:l8 Lhun 2017
tentan8 PaoFlcnllaraan Pelayanan T€rp:du s.tu Plntu

Daerah

Permenles Rl No. 15 Tahun 2018 tentant
Peny€lant8araan PalayarEn xes€hatr Tradlslonal

Peraturan Mantlrl (eschatan Republlk lndon.sla Nomor
26 t.hun 2018 tantaq P€layanan Peri.lnan T€dnt6gmsl
Secara El€ktronlk Saktor Kesehatan

Peraturan Mamad X€sehatan Nomor 14 Tahun 2021

tent ng St dar X.tlaten Ueha dan Produl p.d.
Peny€l€rB&raer Parlrlnan Eeruaaha 8€rbasls Rlsllo
Seltor Xesahatan

lfi Pokdt M.lrdlrl
TanaF xe{hatan

TradlCo.ral atau G.if.
S.hat (Al'funhr,

R€iaICor s, Shlnsc,

T.b{b)

a, Surat pcrmohonaa! den parltyrta,l lab€naran dan keabsahIr
dokum€n bcrmalcral Rp. 10.(tr0,-

b. Fototod xadu Tand. P€ndudut (nP) psnohoo

c. Fotolopl Nomo. Pokol W.llb PaJ.l ( Ar,/P)

d. FotoloplNomor lnduk 8€rusaha (NlB)y?nA diterbitkan ol€h
Lembata OSS XBLl 85902 (kunlund w€bslie https://oss.to.ld)

e. Par Ioto pemillx b€rwarna 4 x 6 s€banyal 2 lembar latar m€rah

f. Fotokopl lJn Mendirllan BanSunen (lMB)dan melamplrkan e./ret
perj.nilan se{, / komrat atru surat kuesa iika bulan pemlllk

banSunan

& Fotolopl h*d lums PB8-P2 tahun b.4alan

h. Denah bantunan/ruanSan palayanan dan peta lokasi

L Daftar sarana dan p€ralatan yang akan dlgunakan

I. Oattar lary.wan (rielampkk n XIR kes€h,tan)

k. Surat pernyataan kEedlaan s.b.tel penanlBung jawab GrlF Sehat

l. Sur.t pernf.taan akrn tundok l.pad. p.ratl an yang berlaku dl
bldan3 kesehaten tr.dlslonel b.rmat€ral Rp. 10.000,-

m. Fotokopl larah / sertlflkat p.ndldlkan kesehatan tradlslonal yang

dll.Sellslr

n. Surat kuasa b€mateEi (bila dlperlukan)

o. Fotokopl fiP yrn8 dlberl ku:s. (blla dlp€dukan)

p. Suret pernyataan persctujun/ddat tcberatan dan atasan langsung
(untuk PNS atau TNI atar POt"Rl et u BUMN at u BUMD)

bermat€rai Rp. 10.()00,'

5 r.hun dan lTharikeri,



STATIDAR PELAYANAN PUBLIK
Rf,KOMENDASI IZIN PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESETIATAN

TRADISIONAI-/GRIYA SEHAT (AKUPT]NTI]R, REFLEKSIOMS, SHINSE, TABIB)

KOMPONEN URAIAN
Produk Pelayanan Rekomendasi lzin Praktik Mandfui Ternga Kesehatan

Tradisional atau Griya Sehat (Akupuntur, Refleksionis,
Shinse, Tabib)

2 Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pernyataan ketrenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (MB) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS KBLI 86902

(kunjungi website https://oss.go.id)
e. Pas foto pemilik berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar

latar merah
f Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

melampirkan surat perjanjian sewa / kontrak atau

surat kuasa jika bukan pemilik bangunan
g. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan
h. Denah bangunan/ruangan pelayanan dan peta lokasi
i. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
j. Daftar karyawan (melampirkan KIR kes€hatan)
k. Surat pemyataan kesediaan sebagai penanggung

jawab Griya Sehat
l. Surat pemyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan tradisional bermaterai
Rp. 10.000,-

m.Fotokopi Ijazah / sertifftat pendidikan kesehatan
tradisional yang dilegalisir

n. Surat kuasa bermaterai (bila diperlukan)
o. Fotokopi KTP yang diberi kuasa (bila diperlukan)
p. Surat pemyataan persetujuan/tidak keberatan dari

atasan langsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI
atau BUMN atau BUMD) bermaterai Rp. 10.000,-

J Dasar Hukum a- Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan publik

c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

d. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga

NO.
I



Kesehatan

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negan
dan Reformasi Birokrasi Nornr 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

f Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6l tahun 2016
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Emphis

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

h. Permenkes RI No. 15 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer

i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronk Sektor Kesehatan

j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan hoduk pada
Panyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan

4 Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

a Surat permintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
perslxaratan izin ke petugas Front ffice (FO) untuk
pengecekan berkas dan kelengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Ofrce
(BO) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbhan rekomendasir Tim perizinarl

K. Sie, Ka. Bid paraf s€rta tanda tangan Kepala
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesai penundaan rekomendasi
i. Pangiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas



Diterima PEMOHON

v
Ditolak

t,

Oiterima

Ditolak

'r...-

Diterima

FRONT OFFICE

BERKAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

vtstTAst

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pehyanan 08.00
yd 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 yd
l1.00 wrrA)

6. Biaya/l arif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a" Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Porgendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam polayanan

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media:
Website : -
Email : diskes malinau@vahoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

l) Nelly Yuliana (No. Hp. 0822543381 14)
2) Veronica AG. (No. Hp. 081243753133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesohatan PPKB

8 Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a Sarana
l. Mobil
2. Kamera
3. Meja
4. Kursi
5. Komputer

b. Prasarana Fasilitas
1. Ruang konsuhasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitas disabilitas
5. Ruang tunggu

B ERKAS

REKOMEN DASI



6. Printer
7. Alat Tulis Kantor
8. Formulir/Ceklist
9. Stempel
IO. AC
I l. toket infornnsi
12. Dispenser

6
7
8
9

Ruang pengaduan
Pojok informasi
Lahan parkir
Jaringan Wifi

I a Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi tekno logi (IT)
c. Momahami bidang kesehatan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekornendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- Pdugasfront ofice
- Petugas back ffice
- Tim teknis
- Pejabat penandatanganrekonrerdasi

11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

t2. Pangawasan Internal

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutarnakan dan bebas dari pungutan liar

14. a IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

Kompetensi Pelaksana

Dilakukan oleh :

a" Kepala Dinas Kesehdan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

Evaluasi Kinerja Pe laksana



Ditetapkan di : Malinau

Pada Tanggal : 23 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

. 19700118 200003 I 003
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PEMERI TA}I KABUPATEN MATINAU

DINAS IGSEHATAI{ PB{GENDALIAI{ PENDUDU& PE GENDAI'A PENDUDUK DAI{ KELUARGA BERE'TCA'IA
Jr.. RESPEN TUBU TElp (O55t) 21174 FAX 105531 21275 MAUi|AU UTARA 77554

STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR
REKOMENDASI IZIN PRAKTIK MANDIRI TUKANG GIGI

No. Ookumen

Tgl. P.ndepen

Trt. R.vtlt

Tgt. Etcktf

Nems SOP

OE/YANPRIMER /X / 2022

22 Fcbnt3ri 2922

22 F.6)anm22

23 F.buan 2022

R.koft.nd..llzln P ktk Xindl.l
Tuk ng Glgl

DASARHUKU I

1 - Undang - undeng Rt No. 25 Tehun 2(Dg l.ntsne P.tstEn.n pubflk

und6ng -undeng No. 36 Tehun 2@9 i.ntang K.36hetsn
Undeig-undeng No. 36 Tehun 2014 t6nteng Tcnega K6!€hatsn
Po.m6nk53 Rl No. 39 Tshun m14 tcnterlg Pdnblnean, Pongavraaen d6n padzlnen, p6kadean Tukdu clgl

5, Pam.nke No. '14 Tahun 2021 tranteng SlEndef Kagialen tb6ha dan Produk psda Peqeton!€areen Perirnsn 86tulahs Bcrt€Bi6 R6siko
Seldor KclohetEn

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

Stander p6lehenaen ded kaglrtrn dalah I p€noutangen
p.kdlaan 15% dan kapuelan konaum€n 85%

PETICATATAN / PENDATMN :

1. Olpro36l 8€lolah m6lalui l"ajlen (l8d Tlm T6kni3

2. Rckom€nd*i di ianda lengsni olrh Kopale DKPPKB

3. lzln barleku 3esueidengan p€lsyaratan ma8ang-maaing

PERINGATAN ,

R.komen&3i pcrizlnen dapet dlcehlt ol.*l DKPPKB llk
mqryatehi rluren

PERSYARATAN KETERXAITAiI OUIPUT gIAYA IYAKTU
PERALAYAN/

PERLET{GKAPA'I

Dokrmon p€dnohoaian monglkutt pcByareten p€ri:han yang dl mohon
Dn6s Pananaian Model Palaylnan

TorFdu Satr Pintu (OPMPTSP)
Rckom6ndasl lzln PrsKik Mandari

Tukang Glgi
17 (luJuh b.la!) lEd

k.rJe komputar, printcr.

DISAHKAN OLEH

XEPALA OINAS,
tsHKA a

4t
4 I r$ $ 197m118 200003 1 003

)



DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN PRAKTIK MANDIRI TUKANC GIGI

8ide8
Setli

Di@ (*hat n Pengetdrlian Pendudul dm Xehraiga Be.en:aia
Pelayarm KelelEian dan Kelua!8a B.Erd'a
Pehyanan X.3€hatan PdE6 d.n TEdlrioMl

NO

MUTU DAXU

KETfNANGAN
PEMOHON

KEP,{LA
DXPPXB

KAEID
YANKESPPKD

KIPAIA SEXSI
YAN(ESPT

TIM TEXNIS
{DPMPI9P &

DXPrt(B)

STAF
YAN(ES

PI
KELENCXAPAN OUT PUI

1 P6@hon @nlt,.,tttd tala
Pdtbholu k P.d. DruPISP

2 DPMPISP rsslrnr, lrlffi .r
Edfi r.bnEl.Fn b!rr&
pEnBrEn & !b td.r h8r.P
drsnblit& @tul diLngLpa

L T

DPMPTSP ltrllEctr tEks
p6@ho@ k ptd. DKPPKB L
MEEfI@ b.rr., F1@ho@ d.n i

I
5 Pemrilen b.*r! pe ohoMn

T -t
ftn t.edr Ertfitei rl.!u*.!
raiun8m r..LP.n o.,u
@n€8!orrn clE& lirt FlEk$

1

I
8 Tim t.rrb vdifilli nEnbo.l b.nt!
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PIw. peE ti't 
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H4*a h&[ t .iL dd.
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hail Fn8edrd 6urat rckotrEddi
dm @bedrrn p6r.I p.@lulum

11 &bid. Pd.y.n!n K.eh.trn
r!€ENtunt!. P.lrf FEtujm

12 Ker.lr DKPPKB rudrLnrmj
r@t r!&orEid..i *.].y&n

13 sa.f lE8irt 6t lmtdnpt& ioro
c+ d.nt6A.nt rLr snt
c*oEd..t L. DPMPISP

t4 mMPTSP lEr.rim tu.l
e*.dEd$l l€Ly.lqn peEut&
irn be..rtr b.rlE F@ho@

LJ E
o

E
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U
D
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1

2

3

4

5

U.dang - undang No. 8Tahun 1999 tmtang PedindunS.n

Konsumen
Undang-undang Nornor 25tahun 2009 tentang Pelayanan
publik
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 ter*ang Kesehatan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentangTenata
(esehatan

Peraturan Mente.i Pendayatunaan Aparatu. Negara dan

Reformasl girokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
Perm€nkes Rl No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan,

PenSawasan dan Perizinan, Pekeriaan TukantGigi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017

ntang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daciah
Peraturan Menterl Kesehatan Republik lndonesia Nomor

26 tahun 2018 tentant Pelayanan Perizinan Terintegrasl

S€€ra Elektronik Sektor Kesehatan

Peraturan Menteri Kes€hatan Nomor 14 Tahun 2021

tentang Standar xegiatan Usaha dan Produk pada

Penl€lenggaraan Perizlnan 8€rusah. 8€rbasis Rlslko

Sektor Kesehatan
Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

tentang Standar Kedatan Usaha dan Produk pada

Pen!€lenggaraan Perizinan Berussha Eerbasls Rlsiko

s€ktor Xesehatan

lrin Praktik Mandiri
Tukang Gigl

a. Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan keabsahah

dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Biodata Tukary Glgi (form terlampir)

c. totokopl Kartu T.nda Penduduk (KTP)

d. Fotokopl Fotokopl Nomor Pokok wajib Paiak (NPWP)

e. Pas foto terbaru berwarna 4 x 6 tebanyak 2 lembar latar merah

f. Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan

scbagalTukang Gigi

g. Surat keteran8an sehat darl dokter Pemerintah

h. Surat Rekomendasidari asosiasl atau otganisasi profesiSTG|

(Serikat Tukang Gigi lndonesia) s€tempat yant diakui peme,intah

atau rekomendasidari Dinas Kesehatan jika ortanisasi belum

terbentuk
l. Surat keterantan dari Puskeimas Kecarnatan setempat
j. Fotokopi lzln Mendirikan Eangunsn (lMB) dan melampirkan surat

perjaniian tewa / kontrak atau surat kuasa iika bukan pemilik

bangunan

k. totokopi bukti Iunas PB&P2 tahun berjalan

L Profll/Propo6al teknis yan! dllengkapi dengan :

- Denah bangunan/ruangan praktik dan peta lokasi

2 tahun dan 17 hari kerja

6

8

1

9

10

JENIS PERIZINAN PERSYARATAN MASA BERLA(U & SOP BIAYANO DASAR HU(UM

SURAT PEUMPAHAN PTNIZINAI{ DA'{ NON PERIZI AN
DINAS XES€HATAN, PENGENOAIIAN PENDUOUI( DAN KELUARGA BERTNCANA KABUPATEN MAUNAU

IAHUN 2022



- oaftar ketenagaan
- Daltar kelengkapan bahan dan alat praktik yang digunakan
- Daftar tarlf danienis pelayanan

m. Surat pernyataan batas wewenang p€kedaan Tukant Glgi

bermaterai Rp. 10.000,-
n. Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan yant berlaku di

bidarU kesehatan b€rmaterai Rp. 10.000,-
o. Surat izin lama yanS arll (rlka memperbaharui izin)
p. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya bermaterai Rp.

KTP



STANDAR PEI,AYANAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN PRAKTIK MANDIRI TI,JKAIIG GIGI

NO. KOMPONEN T]RAIAN
1 Produk Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Mandiri Tukang Gigi

Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Biodata Tukang Gigi (form terhmpir)
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
d. Fotokopi Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

G'rP\lry)
e. Pas foto terbaru berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar

latar merah
f Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat

melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi
g. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah
h. Surat Rekomendasi dari organisasi STGI (Serikat

Tukang Gigi Indonesia) setempat yang diakui
pemerintah atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan
jika organisasi belum terbentuk

i. Sumt kaerangan dari Puskesmas Kecamatan
setempat

j. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
melampirkan surat pei'janjian sewa / kontrak alau
surat kuasajika bukan pemilik bangunan

k. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan
l. ProfiVProposal teknis yang dilengkapi dengan :

- Denah bangunan/ruangan dan peta lokasi
- Daftar ketenagaan
- Daftar kelengkapan bahan dan alat praktk yang

digunakan
- Daftar tarifdan jenis pelayanan

m. Surat pemyataan batas wewenang pekerjaan Tukang
Gigi bermaerai Rp. 10.000,-

n. Surat p€rnyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai Rp. 10.000,-
o. Surat izin lama yang asli (ka memperbaharui izin)
p. Surat kuasa apabila dikr:asakan pengurusannya

bermaterai Rp. 10.000,- dan fotokopi KTP
J Dasar Hukum a- Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumcn
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan publik

2.



c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

d. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan

e. P€raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

f Permenkes RI No. 39 Tahun 2014 tentang
Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan
Tukang Gigi

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

i Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Sandar lGgiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan

Sistenr, Mekanisme dan
Prosedur

a" Surat pomintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
perslaratan izin ke petugas Front Afice (FO) untuk
pangecekan berkas dan ke lengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Offrce

@O) Seksi Pelayanan Kesehatan himer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. B€rkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f. Berkas lengkap Tim petizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinarq

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas Kesehaan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesrai penundaan rekomendasi
i. Pengiriman/penyerahan rekornendasi oleh petugas

4.



Diterima PEMOHON

v
Ditolak

v---

Diterima

Ditolak

v---

Diterima

B E R(AS

FRONT OFFICE

BERKAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

REKOMENDASI

vtstTAst

PENGIRIMAN

REKOMENOASI

DPMPTSP

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
yd 15.00 WITA dan Jurnat Jam Pelayanan 08.00 s/d
il.00WITA)

6. Biaya/Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a- Pemohon dapat ddang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pe,ngaduan dapat dilakukan melalui media :

Website : -
Email : diskcs maliruu(@yahoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

1) Nelly Yuliana (No. Hp.082254338714)
2) Veronica AG. (No.Hp. 081243753133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8. Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a- Sarana
l.
)
?

4.
5.

6.

Mobil
Kamera
Meja
Kursi
Komputer
Printer

b. Prasarana Fasilitas
L Ruang konsuhasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitas disabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan



7. Alat Tulis Kantor
8. Formutir/Cekli$
9. Stempel
10. AC
1 1. lnket infornrasi
I 2 . Dispenser

Pojok infornnsi
Lahan parkir
Jaringan Wifi

7

8
9

9 Kompetensi Pelaksana a- Memahami tugas dan fungsipelayanan yang baik
b. Memiliki *ill pengoperasian sistem berbasis

infu rmasi tekno logi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas inforrnsi
- Patgasfront ofice
- P$tgas back ofice
- Tim teknis
- Pejabat penandatanganrekomendasi

11. Jaminan Pelavanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
per,yelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

Porgawasan Intemal Dilahrkan oleh :

a Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan himer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14. Evaluasi Kinerja Pehksana a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

12.



Diteaptan di : Malinau
Pda Tanggal : 23 Februai 2O22

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB
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PEMERII{IAH XABUPATEI{ MALII{AU
DII{AS (ESEHATAI{ PEI{GENOATIAI{ PENDUOU( PfI{GEI{DAUA PEI{DUI't'K DAI{ XEIUARGA BEREI{CAI{A

Jt-. RESPET{ TUSU TEI"P (055r) 21174 FAX (05531 21275 MAIINAU UTARA 
'7554

STANDAR OPERASIONAL PROSEDU R
REKOMENDASI IZIN PRATtrI( IISIOTERAPI
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DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN PRAKTIK FISTOTERAPI
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PETIMPA}I i PENlzl{AII DAII OIT PERIZIIIAI{

DII{AS XESEHATAI{, PEIIGII{OALIAI{ PEI{OUOUX DAi KETUAiGA BEREiTAM XABUPATIN MAIINAU

TAHUfl M22

t{o OASAR HUXUM ,flus PtRrztt{AN PERsYAMTAN MASA SERI,AI(U & SO?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Undan&und.n8 l{omor 25 talun 2009 tent.n8 pelayzian
publik

Undang-undary No. 35Tahun 2m9 tentan! (es€hatan

UndanS-undang Nomor 36 tahun 2014 tlntan! Tena&
Kes€hatan

Perm€nles No. 80 Tahun 2013 tent ng Penyel€n$araan
Peleriaan den Prakik flriotrapi
Per.turen Memlrl Pandryatunaan Aparatur NaSad dan

Reformasl SkokraC Nomor 15 tahun 20111tcnEnS

Pedoman Standar P€layenan
Permenkes No, 55Tahun 2015 t€ntang Standa. Pelayanan

Flsloterapl

Per.turan M.nt.rl Oalam Negeri No.nor 1:}8tehun2017
tentang PcnFlenS8arasn Pelayanan T.rpedu Snu Plntu

Oa€rah
Per.turan M€rtarl X6lhatan Bepublll lndonerla Nomor
26t hun 2018lcnt n8 Pelayanan Penllnan Tedntegrasi

Secara Elektronlft Saltor (€sahatan

Peraturan M€ntarl (eslhatan Nomor 14 Tahun 2021

tentant Slandar Xetlatan Usaha dan Produk pada

Penyelen88araan Pcrlrlnan Berusaha 8crba5l5 Rlslko

S€ktor Kesehatan

l(€p. Menteri (es.h.tan Rl No. 51/MENXES/ Sr/V/2m8
tentanS Stadar Pa{ayanan Fishterapi dl Serana xes€hatan

l.ln Praktll Flslorerapi a. Sura pahohonan dan p.rnyetaa keb€naran dan kaabsahan

dolum.n b€rfiaterei Rp. 10.0m,-
b. totokopl (artu Tanda P€nduduk (KrP) pemohon

t. Fotokopl Nomor Pokol Wailb PaJa* (NPWP)

d, Fotokopl Nomor lnduk 8erusdr. (Nlg) yang dlt€rbr'*an olch
L€mb.g. OSS xBU 85901 (kuniund w€bshe https://o$.8o.ld)

e. Pes toto brrwarna 4 r 6 s€banyak 2 (dua) lembar lat r m.rah

f. Fotokopl ljaEh pendidlkan Dlll Flsloteraplatau 51 Fisloteraplyant
dll.gallslr

& Fotokopl Surat Tanda Reglstlasl (STR) Flsloterapl

h. Fotokopl turat Hn Praldl (9P) tlCotdapi

i. fotocopy Kartu Tanda AnSSota Flsloterapl disertai Nomor Redstrasl

Flslotrrapl

j. Surat l.t€ran8,n sehat daridokt€r yantmemili*iSlP

k- Surat parnyatean m€opunyal t€rnpat ke(ia di fasilltas pelayanan

kesrhatan atau tempat praktk p€layenan secara mandlrl

bermatrral Rp. 10.00O,-

l. surat kateran8rn darl plmplnan sarana pelayanan k€s€hatan yan8

manyatakan tanSSal mulal kerJa

m. Ralomandail de or8anisarl profaillFl
n. Surat p.rnyat .n ak.n tunduk k.pada pcraturan Yant berlaku dl

bld.n! Lschatan b€{mal€ral Rp. 10.0m,.
o. Su€t *cteranS,n m€nyeleglkan adaptasi, bagi lulusan luar n€8eri

p. Surat prrnyataan peEetujuan/tldak keberatan dari atasan langsln8

{untukPNs atau TNlatau POLRlatau BUMN atau BUMD)

b€rmat.r.l Ro. 10.0m,-

5 tahun dao 17 harikcrre



STANDAR PELAYANAII PUBLIK
REKOMENDASI IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI

NO. KOMPONEN I]RAIAN
I Produk Pelayanan Rekomendasi lzin Praktik Fisioterapi
2 Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:

a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang

diterbitkan oleh t embaga OSS KBLI 86901
(kunjungi website https://o ss.go. id)

e. Pas foto berwama 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
latar merah

f Fotokopi Ijazah pendidikan DIII Fisioterapi atau Sl
Fisioterap i yang dilegalisir

g. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Fisioterapi
h. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapi
i. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Fisioterapi disertai

Nomor Registrasi Fisioterapi
j. Sumt keterangan sehat dari dokto yang memiliki

SIP
k. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di

fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktk
pelayanan secara mandiri bermaterai Rp. 10.000,-

I. Surat kaerangan dari pimpinan sarana pelayanan
kesehatan yang menlatakan tanggal mulai kerja

m. Rekomendasi dari organisasi profesi IFI
n. Su(at p€rnyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai Rp. 10.000,-
o. Surat k€terangan menyelesaikan adaptasi, bagi

lulusan luar negeri
p. Surat pemyataan persetujuan/tidak keberatan dari

atasan langsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI
atau BUMN atau BUMD) bermaterai Rp. 10.000,-

J Dasar Hukum a- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

c. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang
tenaga kesehatan

d. Permenkes No. 80 Tahun 2013 tentang
Penyelaggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis



e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang pedoman standar pelayanan

f Permenkes No. 65 Tahun 2015 tentang Standar
Pelayarnn Fisioterapis

g. Peraturan Menteri Dalam Negai Nomor 138 tahun
2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu daerah

h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan
terintegrasi secara eleklronik sektor kesehatan

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang standar kegiatan usaha dan produk pada

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
sektor kesehatan

j. Kep. Menteri Kesehatan RI No. 5 I7IIT,IENKES/
SK/VV2008 tentang Standar Pelayanan Fisbterapi
di Sarana Kesehatan

4 Sistenr, Mekanisme dan
Prosedur

a Surat permintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/cekli$ dan
persyaratan izin ke petugas Front afice (FO) untuk
pengecekan berkas dan kelengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Afrce
(BO) Seksi Pelayanan Kesehatan himer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinarq

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas

h. Bila tidak se$rai penundaan rekomendasi
i. Pengirimar/penyerahan rekomendasi oleh petugas



Diterima PEMOHON

v
Ditolak

'r-4
Diterima

Ditolak

Diterima

BER KAS

FRONT OFFICE

B ER KAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

vtstTAst

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

REKOMEN DASI

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
s/d 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 yd
l1.00 wTA)

6 Biaya/Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a" Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pangaduan dapat dilakukan melalui media:
Website : -
Email : diskzs malinau@vahoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

l) Nelfy Yuliana (No. Hp. 082254338714)
2) Veronica AG. (No. Hp.081243753133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatm PPKB

8. Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a" Sarana
1. Mobil
2. Kamqa
3. Meja
4. Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. Alat Tulis Kantor

b. Prasarana Fasilitas
l. Ruang konsuhasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitasdisabilhas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan

7. Pojok infornusi

v



8. Formulir/Ceklig
9. Stempel
IO. AC
1 l. lnket informasi
12. Dispenser

8. lahan parkir
9. Jaringan Wifi

9 Kompetensi Pelaksana a- Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian si$em berbasis

informasi tekno logi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

t0 Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekonrcndasi izin tanda penyehat
tradisional terdiri dari :

- Petugas informasi
- Paugasfron ofice
- Tim teknis
- Pdugas bact ofice
- Peiabatpenandatanganrekomendasi

ll. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
penyelesaian dengan perilaku pehyanan ramalq cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

12. Pengawasan Internal Dilakukan oleh :

a" Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan
Kese lamatan Pelayanan

a- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutarnakan dan bebas dari pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran



Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal :23 Februari2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

19700118 200003 1 003
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Name SOP Rokorn.ndarl lzln l(llnlk Pr.bmdut ma

OASAR ETJKUI :

1. Urn g - u.r(bne Rl No. 25 Talun 2oog bnt ll0 P.kldl!'| Ptblik

2. UrldJro {d.rE tlo. 36 Tdiull AnO bnt rE K6a&n
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5 P.rraok€a Rl No. e Tahlrl 201,4 i.nt n0 Klhlk
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KUALIFIXAS PEIJAKsI'IAAI{ :
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p€kcltrlan 15% dEn k fl.atl konsnrEn 85%

FE CATATAN / PET{DAT^AI :
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2. R.ko.rFndaal ditJlde t3n06ni ohh l<.pale DKPPKB

3. lzio bqLku aeuai dcEEn paGyaratan mrirEFnBino

PERI GATAI :

RekofiEndall psizinan dapel dicahri oleh DXPP(B jika
moryalehi eturan

KETERI(AITAN AlAYA WAKTU
PERALATAX/

PERLET{GXAPAI{

Dokufiron pomohonan dr6ogikuti perlyaratan perizinan yeng di mohon
Oin6! Proanaman Modal Poleyansr

Tcrpadu sat Pintu (DPMPTSP)
Rokorn€oda8i lzn Klinlk

Pratama/Utema
17 (tujuh bole!) hari
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kompubr, printlr,
ATK

DISAHXAN OI..E H :
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19700118 200003 1 003r,
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PEMERINTAH I(AEUPATE'{ MAUNAU

OITAS TESEHATAN PE GENDAUAN PENDUDUIq PENGE'{DAUA PENDUDUT DAN KELUARGA BERENCAM

Jt. RESPEN IUSU TEI"P (05s3) 21174 FAX (05531 21275 MAUNAU UTARA 77554

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR
REKOMENDASI IZIN KTINIK PRATAMA/UTAMA

PERSYARATAIT outruT



DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN KLINIK PRATAMA,/UTAMA

Instan6i
Bidang
Seksi

Dinas Ke8ehatan PenSendalian Penduduk dan Keluarga Bsehcana
Pehyanan KeselBtan dan Keluarga Berencana
Pelayanan Keselutan Primel dan Tradisional

NO URAIAN KECIATAN

PELAKSANAAN

KEIERANGAN
PEMOHON DPMPTSP KEPALA

DKPPKB
KABID

YANKESPPKB
KEPALA SEKSI

YANKESPT

TIM TEKNIS
(DPMTTSP &

DKPPKE)

STAF
YANKES

PT
KELENGKAPAN OLTT ruT

1 Pemohcn menyerahkan b€lkas
pemohonan kepada DPMPISP

Berka8
permohonan

10 menit

2 DPMPfSP mm6ima" mernerilGa,
maeliti kel€ntlapan berkas
pqmohonatr iika tidaf k0gtap
dif,-embalilan untu.k dil€nSkapi

T
I ia- Tanda terima

berkas

3 DPMPISP menerBkan be*as
permohonan kepada DKPPXB

10 menit Tanda terima
berkas

Menerima berta8 permohorEn dan
m€mbe kan dbpo

30 rnenit Disp6isi

5 Penrerilsaan berkas pemohonan
T

1 iam Check liBt
kelengk par

bertaj
Tim Elnisve lik si melakulqn
kuniungan k6iap6n sarana
menggunakan aheck tist
peneriksaan

t hari Check lbt
pem€riksaan

SAtan

8 Tin bln s veriflk sl memtoat
berit a.ara hdil Fmerilsaan
aarana

30 menit

9 Pro6e6 percrtilan Burat
ftkommdasi berdasarkan haiil
berita acara Frnailsaan sdana

14 hali Draf suiat

10 Katie. YankesFimata memeriksa
hasil penSetilan su.t rekomendasi
d6n henberikan pamJ persetuiuan

30 menit paral

1',I KaUd. Pelayaiun lc6ehatan
m€ncanir!*an p&.I perretuiuan
surat rckomendari

30 m€nit paraJ

't2 IGpala DXPPKB mmandatanSani
6urat rekomendasl kelayakan
pm€rbitan izin sarana

t hari Surat
rekommdasi

MUIU AAKU

WAKTU

E
4 E
7

E



PEUMPAHAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DINAS KESEHATAN, PENGEI{DALIAN PENDUDU( DAN TELUARGA BERENCANA KA'UPATEN MAI.INAU
TAHUN 2022

I

2

3

4

Undang - undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran
Urdang-undang Nomor 25 tahun 2m9 t€ntang Pelayanan

Publik
urdang-undant No. 36 Tahun 2009 tentant Kesehatan

Undang-undang Nomor 36tahun 2014 tentang TenaSa

Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Eahan Berdcun Berbahaya

Peraturan Menteri Ungkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012

tenta^SJenis Rencana Usaha dan atau Keglatan yang

Wrjib Memiliki Analisls Mengenai Dampak tingkungan

Hidup

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014

tentang Kllnik

Peraturan Menteri Pendryagunaan Aparatur Negara dan

Reformasl Eirokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 t hun 2017

tentang Pent€lenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dae.ah
Peraturan Menterl (esehatan Republlk lndonesia Nomor

26tahun 2018 tentang Pelayanan Perlzinan TerinteSrasl

S€cara Elektronik Sektor Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

ntant Stardar Xeglatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perirlnan Berusaha Eerbasls Risiko

Sektor Kesehatan

lzin Klinik Pratama/Utama a. Surat permohonan dan pernyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)pemilik (linik dan

Ookter penanggunt jawab Klinil
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d. Fotokopi Nomo. lnduk B€rusaha (Nl8) yang dlterbitkan oleh
Lembaga OSS KBL|86105 (kunjungl website

https://oss.to.id )

e. Pas foto Dokter penrngSungjawab berwarna ukuran 4 x 6

sebanyak 2 lembar latar merah

f. Fotokopi akta pendirian usaha

g. Fotokopi lzin Mendlrikan Bangunan (lMB) dan melampirkan

surat perjanjlan sewa / kontnk atau surat kuasa jika bukan
pemilik banSunan

h. Fotokopi buktllunas P8&P2 tahun berjalan

j. Fotokopi dokurnen lingkungan SPPL yang dite.bitkan ol€h

Lembaga OSS

k, Perjaniian kerla sama pembuangan limbah bahan berbahaya

dan beratun (83)

5 tahun dan 17 hari kerja

5

6

7

9

10

11

NO DASAR HU(UM JENIS PERIZINAN PERSYARATAN MASA ETRLAKU & SOP EIAYA

i. lzin lokasi/tata ruang

l. Surat keterangan dan kerjasama dengan Puskesmas

kecamatan setempat
m. Surat kerjasama dengan Rumah sakit terdekat sebagai

ruiukan pasien

n. Surat kuasa dari pemilik Klinik ke Dokter penanttunS jawab

bermaterai Rp, 10.000,-

I



o. Surat pemyataan Ookter penanggungjawab yang

menyatakan kesediaan sebagai penanSSung jawab dan tidak
bekerja sebagai penanggunt jawab di Klinlk lalnnya

bermateBi Rp. 10.000,-
p. Surat pemyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai Rp. 10.000,-
q. Surat pernyataan dari pemilik klinikyang menyatakantidak

akan melakukan Aborsidan Tindakan anastesl umum
dengan inhalasidan/atau spina bermateral Rp. 10.000,-

r. Profil Klinik yarf, dilengkapi der8an i

- Msi dan Mlsi Klinik
- Struktur organisasi klinik
- Daftar nama SDM Klnik
- Denah bangunah/ruantan dan peta lokasi
- Daftar peralatan, sarana pEsarana dan obat-obatan yang

tersedla
- S€lf Assassment Kinik
- Daftart.rlfdan .ienir p€layanan yang diberlkan dilengkapi

dengan nama pena rEgung.lawab pelayanan

s. Fotokopi Uasah yanS dllegallslr ookter Pen.ngSunS Jawab

t. Fotokopl Surat Tand. Regist.asi (STR) Ookter,Tenaga Medis

dan Non M€dis
u. Fotokopi Surat lzin Praktlk {SlP) semua tenaga kesehatan

yant b€kcrja di Klinik
v. Surat pe.nyataan peGetujuan/tidak keberatan dari atasan

langsung (untuk PNSatau TNI atau POLRI atau SUMN atau



STATIDAR PEI-AYANAII PT]BLIK
Rf, KOMENDASI IZIN KLIIYIK PRATAMA./UTAMA

NO. KOMPONEN URAIAN
Produk Pelayanan Rekomendasi Izin Klinik hatama / Utama

2 Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik

Klinik dan Dokter penanggung jawab Klinik
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS KBLI 86105
(kunjungi website https://oss.go.kl)

e. Pas futo Dokter penanggung jawab berwama ukuran
4 x 6 sebanyak 2 lembar latar merah

f Fotokopi akta pendirian usaha
g. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

melampirkan surat perjanjian sewa / kontrak atau

surat kuasajika bukan pemilik bangunan
h. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan
i. Izin lokasi/tata ruang
j. Fotokopi dokumen lingkungan SPPL yang

diterbitkan oleh trmbaga OSS
k. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan

berbahaya dan beracun (83)
l. Surat keterangan dan kerjasama dengan Puskesmas

kecamatan setempat
m. Surat kerjamma dengan Rumah Sakit terdekat

sebagai rujukan pasien
n. Surat kuasa dari pemilik Klinik ke Dokter

p€nanggung jawab bermaterai Rp. 10.000,-
o. Surat pemlataan Dokter penanggung jawab yang

menyatakan kesediaan sebagai penanggung jawab
dan titak bekerja sebagai penanggung jawab di
Klink lainnya bermaterai Rp. 10.000,-

p. Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan yang
berlaku di bidang keselntan bermaterai Rp. 10.000,-

q. Surat p€rnyatsan dari pemilik klinft yang

menyatakan tidak akan melakukan Aborsi dan
Tindakan anastesi umum dengan inhalasi dan/atau
spina bermaterai Rp. 10.000,-

r. Profil Klinik yang dilengkapi dengan :

- Visi dan Misi Klinik

I



- Struktur organisasi klinik
- Daftar nanrra SDM Klinik
- Denah bangunar/ruangan dan peta lokasi
- Daftar perahtaq sarana prasarana dan obat-

obatan )ang tersedia
- Self Assessment Klinik
- Daftar tarifdan jenis pelayanan yang diberikan

dilengkapi dengan nama penanggung jawab
pelayanan

s. Fotokopi ijasah yang dilegalisir Dokler Pananggung
Jawab

t. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)
Dokter,Tenaga Medis dan Non Medis

u. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga
kesehatan yang bekerja di Klinik

v. Surat pemyataan persetujuar/tilak keberatan dari
atasan langsung (untuk PNS atau TNI dau POLFJ
atau BUMN atau BUMD) bernuterai Rp. 10.000,-

3 Dasar Hukum a- Undang - undang No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

d. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan

e. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

f Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5

tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau
kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan hidup

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014
tentang Klinik

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformai Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornr 138 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021



tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan

4 Sisterq Mekanisme dan
Prosedur

a- Surat permintaan p€rtimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
pers)aratan izin ke petugas Front Ofice (FO) untuk
pengecekan berkas dan ke lengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Offrce
(BO) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f, Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinaq

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas

h. Bila tidak sesuaipenundaan rekomendasi
i. Pengiriman/penyerahan rekonerdasi oleh petugas

Diterima PEMOHON

v
Ditolak

Diterima

Ditolak

Diterima

BER KAS

FRONT OFFICE

B ERKAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

vts|TASt

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

REKOMENDASI

.rj

v



5 Jangka Waktu Pangurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
yd 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 yd
I1.00 wrA)

Biaya/Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a- Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kes€hatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media:
Website : -
Email : diskcs malinau@ahoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

1) Nelty Yuliana (No. Hp. 082254338714)
2) Veronica AG. (No.Hp. 081243753133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8. a- Sarana
l. Mobil
2. Kamera
3. Meja
4. Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. AIat Tulis Kantor
8. Formulir/Cekli$
9. Stempel
IO. AC
l l. l,oket informasi
12. Dispenser

b. Prasarana Fasilitas
l. Ruang konsuhasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitas disabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan
7. Pojok infornnsi
8. tahan parkh
9. Jaringan Wifi

9 Kompetensi Pelaksana a- Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi tekno logi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- Pdttryas front ofice
- P$tgas back ofice
- Tim teknis
- Pejabat penandatanganrekomendasi

11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat,
tepat, santun dan bebas pungli

6.

Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas



12. Pengawasan Intemal Dilakukan oleh :

a- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan himer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutarnakan dan bebas dari pungutan liar

t4. Evaluasi Kinerja Pehksana a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerirtah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

t{i
o-

t

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 23 Febnnri 2022

Kepala Dinas Kesehatan

AHKA a Penduduk dan KB

L ttl . 19700118 200003 I 003
,,/

4



PEMERII{TAH IGBUPAIEN MALII{AU
DINAS XESEHATA PENGENDALIAI{ PENOUOUI( PE'{GEI{OAI,IAN PEI{DUDUK DAN KELUARGA SERENCANA

,r-. RESPET{ TUEU TE1P (05$) 2ur4 FAX (0553) 21275 MAUr{AU UTAM 77554

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR

REKOMENDASI IZIN KUI{IK XECANTIKAT{ PRATAMA/UTAMA

No. Ool(ulrElr

T9l. Panctapdt

Tgl. Rcvl3l

Tgl. Er.kUl

.rn soP

06/YANPRIMER/II/rc22
22 F&tdi2g22
22 Fabu3Il2022

23F.*x)dim22

R.lom.rd..l ltln Kllnll K.crndkrn
Prtarrdt,lama

OASAR HIX(UI :

1. Undm! - und.ng tlo. 6 T*{ln 1€St ll.ntrlf Prlildune.rn Kdl.unrdr
2. Undae - undang No. 29 Tehun 2004larirog Prektk Kcdold.r$
3. Undang 'undmg No. 36 T.hun 20Og trnl.ne K...hatan
l. Und.neFun(hng No. 23 T.hun 2014 t nhnt Tan 0a Kc.6h.lro

5. Pr.etr.gl PrndHdr ilo. tE T.l n lgg0 bolrro PqEcbLrr Lhrldr B.lun 8.r.c!n 8db.hay.
8. Pdnfil(c. Rl t{o. 0 Tjun 2014 tslt.rE Xlhll
7. P.donfi p.ny.bnle8an Klhik rGa km Ed.tlk

KUALIFITUISI P€LAXAA AA'{ :

Srlenda p.lrltma,1 dari lreLLn a&l8h i panguLngan

lEkarjean 1596 dan kapuaaan konaumon 85%

PEI'CATATAN 
' 

PEI{DATAAT :

1. OFroc.! ..a.Lh rd.bl k jlrl dJi Tlrl Tctnb

2. Rd(dncddi dl!.1d. t oo. oLtr K.9.1OXpPKA
3. l2h barLkrr !.aual danern parayarst r|.ahg{|ahg

PERII{GATAI{ ,

Rckorncide.l porlzlnan dapet dEsbd ol.h DKPPKE iik.
manyalehi etumn

XETERXAITAN OUIPUT BIAYA TYAKTU
PERALATAN/

PERLETIGXAPAI{

Ootumon parmohonen rn6ngihni p€Byaretan p6rtsinen yang dimohon oha! Frrnanaman Model Pcl6y.mi
T.rpadu Sstu Pintu (oPMPTSP)

R.tom.ndall lzin Kllnik
K.csntken Prstama/Ulsma

1 7 (lujuh b.le!) hed
k€rja

Barkas
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Itutansi
Bidang
S€ksi

DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IAN KLIMT( KECANTIKAN PRATAMAT/LIAMA

Dtr,3 N€sehatan Pengendalirn Pendudut dan Keluarga BercrEaia
Pel"ayallan Kdehatan dan Keluarga Bgerrana
Pelayanan Kasehatan ftimer dan Tradfuional

NO UnAIAN KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU EAKU

KETERANGAN
PEMOHON DPMPTSP

XEPALA
DXPPKB

I(ABID
YANKESPPKB

KASIE YANKES
m

TIM TEXNIS
(DPMPTSP &

DXPPXD)

STAI
YANKIS

PI
XELENGKAPAN WAKTU OUT PUT

1 Pemhon nenyerahran berkas
pemohonm kepada DPMPTSP

2 DPMPTSP El€nedrna, mem€rika,
meneliti k€l€nglrpm berLas
pcrmohona! i*. tjd.r bnglap
dfienbrilrn E t .t dlbnSrapi

Lr 1j*

3 DPMPTSP heneru6kan bella!
permohonan kepada DKPPKB

4 M.nerima tElG permohm alan DispoBisi

5 P€EEri*raan berl,s p€rnDhonan
T I

I iam Ch?* list
k!bngrlpan

7 Tlm telnis velifibsi nelal(l,l6n
l6,uns6n t6iapan sErana

lr.rygunafm checl list
_.1

2 i"[l Gleck lbt

6 Tin telnb verititui ne[lbulr
beritn rara ludl t'€drc.ilsaan

9 Pr@s p€nerbitm 6ual
Fkom6&si bederlrr hsil
berit acara pemerilEoan s.rana

14 hali

10 Krri€. YanlespdEr.ra memeribr
h..n pcngett n surat ret@eidrsi
d.n trle!'bedtrn pat.I p€retuiurn

11 Kabld. P€layM K€6dutan
nen mtun*an paraf peBeruiuan

P"roI

t2 Kepala DKPPKB menandategani
6u6l relo@rdai kelavalrn
D€nerbit n izin uda

I ia,n Surat

I

E
E



PELIMPAHAI{ P[NlzlTAT{ OA'{ liOI{ PERIZII{A]{

DII{AS Xf,SEHATAI', Pf?{GII{DATIAII PE DUol.,X OAI{ If,IUAiGA BERIIICI'{A I(ABUPATE Mru AT'

ral{t l{ 2m2

1

2

3

4

5

6

1

I

72

13

14

Undang- undang No.8Tahun 1999 tcntang PerllndunSan

Xonsumen
Undang- undang No. 29Tahun 2004tenta4 Praktik

lrln Xllnlk (ecantlkan a. Surat permohonan dan pernyataan k€benaren dan keabsahan

dokumen bermateral Rp, 10.0fi),-
b. Fotolopl xartu Tanda Penduduk {xTP) p€hohon (kepemillken

perorarEan)

c. Fotokopl Nqnor Polok W.jib Pajat (Nt1 /P)

d. Fotokopl Nomor lnduk Serusaha (NlB)yan8 diterbitkan oleh l.mbaga
OsS (kunlu ngl debslte https://oss.go.ld)

e. Fotokopl akta pendlrian usaha

m. Fotokoplsurat ledasama (MOU)den8an distributor obat estetlka yang

dilengkapi den8an NomorRegistrasl Obatdari Badan POM

o- Surat pernfataan akan tunduk kepada pEraturan yanS b€rlaku dl

bidan8 kesehatan b€rmaterai Rp. 10.000.-
p. ProfilKllnlk kecantlkan yangyang dllenSkapl dengan :

S Tahun dan 17 Hrri

Nomor 25 tahun 2(m9 tefltang Pelayanan

PubliI

undang No.36 Tahun 2m9 tentang Xesehatan

UndanS-undang Nomor 32 tahun 2009 tentanS
dan PenSelolaan l-ingkunSan Hidup

undang No.23 Tahun 2014 tentanS Tenaga

n Pemerlntah No. 18 Tahun 1999 tentanS
l-lmbah Bahan Beracun Eerbahaya (83)

Wajlb Memlllkl Analisis MenSenai Dampak

[ingkungan Hldup
9 Permenles Rl No.9 Tahun 2014 tentanS Xlinik

10 Peraturan Mente/ Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Pe6turan MenterlLlngkungan Hldup Nomor 5 tahun
2012 tentang jenls Rencana Usaha dan atau KeSiatan

Reformasl Blrokrasi Nomor 15lahun 2014tentang
Pedoman Standar Pelayanan

f. fotokopl lzln Mandlrlkan BanSunan (lMa) dan melampirtan rurat
p€.ianjlan s!w. / kontrax atau iurat lu.sa jlke br*an p€n$lll b.ngunan

g. fotokopl buttl lunas PSEFP2 tahun berrala.l

h. lzin lokasa/tata ruang

i. Fotokopl dolumen llnSkunSan SPPI- yang dherbhlan ol€h LembaSa Oss

l. Fotokopl parjanjlan keda sama pembuangan llmbah bahan b€rbaheya

dan beracun (83)atau pcrjanilan pemusnahan/ pengelolaan llhbah
medls dengan tempat yang memllikl pengelolaan llmbah yang

memenuhlsyaral
k, Surat keterangan darl l\iskesrhas kecamatan setempat

l. Fotokopl ikatan klrla sama den8an rumah salit rujukan (untuk kllnlk
kecantlkan est.tlka tlp€ utamal

l1 PeratuGn Menteri Dalam Neg€rlNomor 138 tahun 2017

Penyllcn88ar.an Pelafdnan T.rpadu SatrJ Pintu

Daerah
Peraturan Manted X€sehaten Republlk lndonesia Nomor
26 tahun 2018tantang Pelayanan Perlzlnan Terlnte8rasl
Secara ClektronlkSektor Kesehatan
Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 14Tahun 2021

temangStandar Xegialan Usaha dan Produk pada

PenlelenSSaraan Perizinan Berusaha gerbasir Ririko
S€ktor Xelahatan
Pedoman pcnyel€ngSaran l(linlk Xeaantlkan Estetika
(Kement.rlan Xesehatan)

r{o DAS'N HUXUM ,ENIS PERIZIITA'{ PTRSYARATAN MASA AMLAXU & SOP BIAYA



- Msldan MlslKllnlk
- Strukur organlsasi kepengurusan
- Daftar tenaSa kesehatan dan tcnaga laln yanS ada
- o€nah bengunan/ruanSan dan p.ta lokari
- Daftar pcralatan, sarana dan prasarana

- oaftar obet kosmalh obat-obatan dan implan yan8 dlSu nalan yan8

telah memlllki irln edarBmM/ notmkasi sesuai letentua n

- Se[ fusessment (linlk
- oaftar tarlfdan j€nls !€layanan yang dlberikan
- Slanko rekam medls dah lnform consent
- Standar OperaslorElProsedur (SOP) pelayanan dan tlndakan mcdis
yanS dl tanda tanganloleh p€nan88un8 jawab teknis medls

q. PenanS8ung iawab teknis m€dls:
- Fotokod nP
- P6 foto O,okt€r penanSSung jaur.b beruame ukuran 4 r 6 s€banyak 2

Iembar latar rnerah
- Surat pengan8katan sata8al penanggunS ieryab teknls medls atau
suratkuasa darl pemlllk Kllnik ke Dokter penangtung iawab b€rmateral
RD. 10.000,'
- furat peroyataan b€rs€dia seba8ai penanggunt iawab telnls m€dls
dantldak bekerja sebagai pGnangsung Fwab dl(linik lainnya
bermateralRp. lO.mO,,



STAhIDAR PELAYA]\IAN PUBLIK
REKOMENDASI IZIN KLIIYIK KECAIYTIKAII PRATA-}IAruTAMA

URAIANNO. KOMPONEN
I Produk Pela Rekomendasi lzin Klinik Kecantikan Pratama./ Utama
2. Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:

a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan
keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
(kepemilikan perorangan)

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Fotokopi Nomor Induk Benrsaha (NIB) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS (kunjungi website
https://oss.go.id)

e. Fotokopi akta pendirian usaha
f. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan flMB) dan

melampirkan surat perjanjian sewa / kontrak atau
surat kuasa jika bukan pemilik bangunan

g. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan
h. Izin lokasi/tata ruang
i. Fotokopi dokumen lingkungan SPPL yang

diterbitkan oleh trmbaga OSS
j. Fotokopi perjanjian kerja sama pembuangan limbah

bahan berbahaya dan beractur (83) atau perjanjian
pemusnahan / pengelolaan limbah medis dengan
tempat yang memiliki pengelolaan limbah yang
memenuhi syarat

h. Surat keterangan dari Puskesmas kecamatan
setempat

i. Fotokopi ikatan kerja sama dengan rumah sakit
rujukan (untuk klinik kecantikan esletika tip€ utama)

j. Fotokopi surat kojasama (MOU) dengan distributor
obat estetika yang dilengkapi dengan Nomor
Registrasi Obat dari Badan POM

k. Surat pemyataan akan tunduk kepada peraturan yang
berlaku di bidang kes€hatan bermaterai Rp. 10.000,-

t. hofil Klinik kecantikan yang dilengkapi dengan :

- Visi dan Misi Klinik
- Struktur organisasi kepengurusan
- Daftar tenaga kesehatan dan toraga lain yang ada
- Denah bangunan/ruangan dan peta lokasi
- Daftar peralatan, sarana dan prasarana
- Daftar obat kosmetik, obat-obatan dan implan

di telah memiliki izin edar



BPOM/ notifikasi s€suai ketentuan
- Self Assessment Klinik
- Daftar tarif dan jenis pelayanan yang diberikan
- Blanko rekam meAis dan inform consent
- Sandar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan

dan tindakan medis yang di tanda tangani oleh
penanggung jawab teknis medis

m.Penanggung jawab teknis medis :

- Fotokopi KTP
- Pm foto Dokter penanggung jawab berwama

ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar latar merah
- Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab

teknis medis atau surat kuasa dari pemilik Klinik
ke Dokter ponanggung jawab bermarerai Rp.
10.000,-

- Surat pernyalaan bersedia sebagai penanggung
jawab teknis medis dan tidak bekerja sebagai
p€nanggung jawab di Klinik lainnya bermaterai
Rp. 10.000,-

- Fotokopi ijasah yang dilegalisir Dokter
Penanggung Jawab

- Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter
Penanggung Jawab

- Fotokopi Surat Ijin Praktek (SIP) Mandiri di
lokasi klinik

- Fotokopi s€rtifikat pendidikan dan pelatihan
bidang estetika medik yang diselenggarakan
institusi pendidikan nasional / intemasional atau
organisasi profesi terkait yang diakui pemerintah
sesuai pedoman P2KB (Program Pengembangan
Pandidikan Keprofesian Berkelanjutan)

n. Ketenagaan :

l). Tenaga Medis
a) Untuk klinik kecantikan estetika tipe pratama

Dokter / Dokter Gigi :

- Foto copy tanda registrasi dokter
- Foto copy Surat Ijin Praktek (Str)

Mandiri
- Foto copy sertifikat pendidikan dan

pelatihan estetik medik
b) Untuk klinik kecantikan estetika tipe utama

Dokto / Dokter Gigi :
- Foto copy tanda registrasi dokter

Surat Sin Praktek- Foto



Mandiri
- Foto copy sertifikat pendidikan dan

pelatihan estetik medik
2) Perawat

- Foto copy tanda registrasi perawat
- Foto copy Surat Ijin Praktek (SIP) Mandiri

Perawat
3) Beautician / aesthetician / cosmetologist :

- Foto copy surat sertifikat sebagai junior
beautican dll senior beautican atau
aesthetic ian / cosmetologist

- Surat pernyataan kesanggupan sebagai tenaga
pelaksana diatas materai Rp. 10.000;

4) Apoteker
- Foto copy KTP
- Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) dan

Surat Izin Praktek (SIP) Mandiri Apoteker
- Surat pengangkaan sebagai penanggung

jawab sarana farmasi
- Surat pemyatasn apoteker hanya melayani

resep asal dalam klinik da tidak melayani resep
asal luar klinik serta tidak melayani obat-
obatan golongan narkotika di atas materai
Rp.10.000;

5) Tenaga Teknis Kefarmasian / Asisten Apoteker
- Fotocopy Surat lzin Kerja Asisten Apoteker

o. Surat pemyataan persetujuan/tidak keberatan dari
,tesan langsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI
arau BUMN atau BUMD) bermaterai Rp. 10.000,-

J Dasar Hukum a Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Polindungan Konsumen

b. Undang - undang No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran

c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

d. Undang-undang No. 36 Tatrrun 2009 tentang
Kesehatan

e. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

f, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan

g. Peraturan Pemerintah No. l8 Tahun 1999 tontang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5



tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup

i. Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 lentAng Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elekronik Sektor Kesehatan

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Keseharan

n. Pedoman penyelenggaran Klinik Kecantikan
Estetika an Kesehatan

4 Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

a- Surat permintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
persyararan izin ke petugas Front Ofiee (FO) untuk
pengecekan berkas dan kelengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Ofice
(BO) S€ksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinan,

K. Sie, Ka. Bid paraf s€rta tanda tangan Kepala
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesuai penundaan rekomendasi
i. Pengirimar/penyerahan rekomendasi oleh petugas



Diterima PEMOHON

v
Ditolak

v-
Oiterima

Ditolak

0iterima

BE RKAS

FRONT OFFICE

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

REKOMENDASI

vtstTAst

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
yd 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 yd
r 1.00 wrTA)

Biayallarif 0 Rupiah (GRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a- Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaen
Malinau selama jam pelayanan

b. Purgaduan dapat dilakukan melalui media :

Website : -
Email : diskesJnalinau@Juhoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

I ) Nelly Yuliana (No. Hp. 082254338714)
2) Veronica AG. (No. Hp.081243753133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8 Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a. Sarana

l. Mobil
2. Kamera
3. Meja
4. Kursi
5. Komput€r

b. Prasarana Fasilitas
l. Ruang konsultasi
2. Toila
3. Bilik laktasi
4. Fasilitas disabilias
5. Ruang tunggu

EERKAS

6.



6. hinter
7. Alat Tulis Kantor
8. Formulir/Ceklist
9. Stempel
IO. AC
I l.loket informasi
12. Dspenser

6
7
8
9

Ruang pengaduan
Pojok informasi
[:han parkir
Jaringan Wifi

9 Kompetensi Pelaksana a- Mernahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Msmiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi teknologi (lT)
c. Momahami bidang kesehalan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- P$ryas front ofiice
- Petugas brck ofice
- Tim teknis
- Pejabatpenandafanganrekomendasi

ll. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat,
tepat santun dan bebas pungli

12. Dlakukan oleh :

a Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a Keamanan produk dijamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutarnakan dan bebas dari pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

Pengawasan Internal



Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 23 F*ruai 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

19700t 8 200003 r 003



PEMERINTAH IGBUPATEN irAL[{AU
OI AS KESEHATAI{ PEI{GENDAI.IAN PENDUIru( P€I{GE OAI.IAN PEI{DUDUK DAI{ KETUARGA SERENCANA

Jr-. RESp€r{ ruEu TElp (0553) 21114 FAX (0653} 21275 MAUNAU UTARA 71554

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR

REKOME OASI IZIN TAEORATORIUM XTJNIX PRATAMA

oa/YAr{PR|MER/[/2022

22F.bU!/,'m22
22Fchfim22

23F.D,,cl.,,'Z2

Ratofianahal hln Labo tortur Kthlt
mma

Ol. ELktll

SOP

Ravirli

Slrde, pclak.saah .bri taolstr! adslsh : pangulangJr
pakfiiaan ! 5% dan lcpuelan lrcn&.han 85%

KUALIFIKASI PELAKSAT{AAN :

PEI{CATATAII / PEI'CI 
'AAI{ 

:

1. O|prD..3 r.tcleh rEt.tui k Jho d.ri Tlm Teknlr

2. R.kolrlcnd$i diten(h tag.nl otral K.psh DKppKB
3. lzln bctatu t€ru.t ddEat F .yardrl mEdng{reahg

Und.ne -und.n! t5. 36 T.ttun 2(x)g t nlang Ki .ahim
UndrEFondrE No. 38 T.hun m14 b.n ne T.n g. Kc.dr.n
P.m.nk . lb. 4t 1 Tehun 2010 t otang Lrbo.atorium Khll
Pcfiiil Lhelungan HEup No. S Tshun 2012 iant nc J.nb Rcnc.n u..ie d'l nru rcglrt|n yeng weltb llcmfllti An.tt.l. Mangan.t
D.rnp.t Lhgtlrn9gr Hirup
Parinankaa No. 14 Tahun m21 hotaog SLrdla Kcebran Uaahe dtl P,oduk pda Pcnyrrd{gaaean P.riln'l Baruaaha Bdbaaia Rctko
s.ltur K.rcrt l

DASAR HT,I(UI :

l. Und.ne' und.ne Ri tlo. 25 Tdrun 2(ng t.ntsle P.hy.ngl puutk

PERII{GAIAII :

RllonE nad p.fbh$ d.p.t dtceiot ohn Dxppxa ik
mayalehl afuran

PERSYARATAI{ KETERXAITAI{ ourPur BIAYA PERALATAN/
PERLEI{GKAPA'\I

Ookurn n pcrmohman manglkutl pcrlyeretsn pGrtzhan yang dlmohon R6komandeli Parflnan
L.bor.t rtum kllnlk

17 fiuiuh bat..) h.ri
fcrra

B(tD

to.nputar, paiiar,
ATK

a
rl

i Da
P. 19700118 200003 1 003

4 t trl

XEPAI,A DINA'
dIH K4

Un€3 P.nenameir Modal Palayanan
TarFdu S.tr Plrtu {DPMPTSP)

OISAHKAN OLEH:



DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN LABORATORIUM KLINIX

Dins lc6ehatan Pmgendalian Penduduk dan Keluarga Bgencana
PelayaMn Kerehatan dafi X€luarga BereEana
Pelayaien l(esehatan Primer dan TEdisiqul

NO UIAIAN KOGIATAN

TELAKSANAAN

KETEIANCANPEMOHON DPMTTSP
KEPALA
DKPPKB

KABID
YANXISPPKE

KEPALA $EXSI
YANXESPT

TIM TXKNTS
(DPMTISP t

DKPPX')

STAT
YANXES

rT
KELENCKAPAN WAKTU OUT PUI

1 Penohon rrnyenhlan Errar
p€rmohonm tep.dr DPMPTSP

2 DPMPTSP Emeri[l,, nen€ri*s,
ulenetitirebngLpan b{rka!
pemohoia& ifta td6r knSlap
diLenballar untur dilsngrapi

T I i"-

3

pmohonan tep.da DKPPKD

{ Mmeriuu berlar perurohorun aan Dbpo6ni

5 Pemerit$an berklr p€rmhonan
T I ia!' Checl li6t

lelenglapan

7 Tim tekrlr reriffirei nei*ulan
llmilmSan lesiapsr satln!
m€n88utur.n crt€cr Ert
Errcrik j4

) 2 i'E Che.l tbt

8 Tim t€knis verif !6i n![lbuia
b€dr. .cr,. ha.il peEteti*s.n

9 Pro!.s p€rErbitan surat
r€korurdtti berd,s.,t.n hrsil
Dditr aaaSl,eEElika.n sarana

l4had

:10 IG6i€. Yanke6pd$ita meEiertksa
hrs p€ngetitan slrrat relommdasi
din n nber*an pd6l p€B.ruiuan

11 Krbid. Pel.yaffn Ke6ehrtan
meft.rtu[lLn pual p6!€tuiuer

\2 K€p.j, DKPPKB neElldrtang'ri
rumt r€komendali kelayardn
petErbitsn izin 6am.

Instan6i
Bidan8
Setsi

MUTU EAKU

f:l

fI
D

U

U.

E.



PELIMPAHAN PERIZINAN DAI{ NON PERIZINAN
OINAS XESEHATAN, PENGENDALIAN PENOUDUK DAN I(EI.UARGA EERCNCANA KABUPATEN MAUNAU

TAHUN 2022

1

2

3

4

Undang-unda

Publlk
Undant-undanS No. 35 Tahun 2m9 tentang Kesehatan

nt Rl No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan lzln Laboratorium Kllnik
Pratama

Undang-undang No. 35 Tahun 2014tentang Tenaga
Xes€hatan
Pe.aturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (g3)

5 Perrn€nkes No. 411 Tahun 20lOtentant Laboratorium
Klinik

5 Perrien UngkurBan Hldup No. 5 Tahun 2012 tentangjenis
Rencana Usaha dan atau lcgiatan yang Wa.lib Memillki
Analirls Menrenal DamDak LinctunEan Hlduo

7 Peraturan Menterl Pendayaguhaan Aparatur Negara dan
Reformasi Eirokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentarg
Pedoman Standar Pelayanan

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 tahun 2017
ntang Pent€lenSgaraan Pelafanan Terpadu Satu pintu

Daer,h
Peraturan Menterl Kesehatan Republik lndor€sia Nomor
26tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Terintegrasi
S€cara Elektronik Sektor Kesehatan
Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usahr dan Produk pada penyelengSaraan perilinan

Beruraha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

a. Surat permohonan dan Pernyataan kebenaran dan 5 tahun dan 17 hari keri;
. keabsahan dokumen bermater.i Rp. 1O.OOO,.
b. Fotokopi Kartu Tanda penduduk ((Tp) pemitik dan

Dokter penangSung jawab Laborafortum
c. Fotokopi Nomor pokok Wajib pajak (NpWp)

d. Fotokopi Nomor tnduk gerusaha (NtB)yan8
diterbitkan oleh LembaSa OSS KBL| 86903 (kunjund
website https://oss.go.id)

e. Pas foto Ookter penangtunt.iawab berwarna
uku.an 4 x G sebanyak 2lembar latar merahf. Fotokopi akta pendirlan usaha

g. Fotokopi tzin M€ndirikan Bangunan (tMB) dan
melampirtan surat perjanjian sewa / kontrak atau
surat kuasa jlka bukan pemilik bangunan

h. Fotokopi bukti lunas pB&p2 tahun berjatan

l. lrin lotasi/tata ruang

j. Fotokopi dokurnen izin pengelolaan Lintkungan _
Upaya Pemantauan Ljngkungan (UKt_UpL) yang
dlterbitkan oleh Lembaga OSS

k. 9rrat keterangah daai puskesmas (ecamatan
s€tempat

l. turat keriasama (MOU) rujukan den8an
Laboratorium yang lebih lengtap

m. gjrat kuasa dari pemllik Laborato.ium ke Dokter
penanStunt jawab bermaterai Rp. 1O.0OO,_

NO OASAR XUKUM JENIS PERIZINAN PERSYARA]AN
B€RMASA LAXU & 50P BIAYA

9

10



n. Surat pernyataan Dokter penantgung jawab yang
menyatakan kesediaah sebagai penanttunt.iawab
dan tidak bekerja sebatal penanggungjawab di
l-aboratorium (linik lainnya bermaterai Rp. 10.mO,_

o. grrat pemyataan akan tunduk kepada peraturan
yant berlaku dlbidant kesehatan dan bersedia
mengikuti Program pemantapan Mutu oleh pemilil
Laborato.ium l(linlk bermaterai Rp. 10.OOO,-

p. Fotokopi sertiflkat pelatihan teknis dan manajemen
Labo.atorium Kesehatan sekurang_ kuranSnya 3
(tiga) bulan, yant dilak5anakan oleh organisari
profesi patdod kltnik dan institusi pendidikan
kesehatan dan beke.jasama dentan Kementrian
(esehatan bati Dokter penangtung jawab

q. Fotokopi iiasah yant diletatisir Ookter penaBgung
Jawab

r. Fotokopi STR Ookter penangguntjawab, Analis dan
Perawat

s. Foto*opi SIP Ookter penangtunt Jawab, Analis dan
Peaawat

t. Profil Laboratorlum Kesehatan yantdilengkapi
dengan i

- Struktur organisasi
- Daftar nama SOM
- Denah bantunan/ruangan dan peta lokasi
- Daftar sarana, pr.sarana alat fasilitas Laboratorium
- oaftarjenis pelayanan dan tariflayanan

u. Surat pemyataan peE€tujuan/tidak kebEratan dari
atasan langsung (untuk pNsatau lNl atau poLRl
atAU BUMN atau BUM bermaterai 10.000,-
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STANDAR PELAYAIIAII PI,]BLIK
REKOMEIYDASI IZIN LABORATORIUM KLINIK PRATAIVTA

NO. KOMPONEN TJRAIAN
I Produk Pelayanan Rekomendasi Izin laboratorium Klinik Pratama

Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pemyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan

Dokter penanggung jawab Laboratorium
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yanC

diterbitkan oleh Lanbaga OSS KBLI 86903

ftunjungi website https://oss.go.id)
a- Pas foto Dokter penanggung jawab berwarna ukuran

4 x 6 sebanyak 2 lembar latar merah
b. Fotokopi akta pendirian usaha

c- Fotokopi Izin Mendirikan Bangu.nan (IMB) dan
melamptkan surat perjanjian sewa / kontrak atau
surat kuasajika bukan pemilik bangunan

d. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 tahun be{alan
e. Izin lokasi/tata ruang
f. Fotokopi dokumen izin Pengelolaan Lingkungan -

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-LJPL) yang
diterbitkan oleh t embaga OSS

g. Surat keterangan dari Puskesmas kecamatan
setempat

h. Surat kerjasama (MO[D rujukan dengan
laboratorium yang lebih lengkap

i. Surat kuasa dari pemilik l,aboratorium ke Dokter
pannggung jawab bermaterai Rp. 10.000,-

j. Surat p€myataan Dokter penanggung jawab yang

menyatakan kesediaan sebagai penanggung jawab
dan tidak bekerja sebagai penanggung jawab di
laboratorium Klinik lainnya bermaterai Rp. 10.000,-

k. Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan yang
bolaku dibidang kesehatan dan bersedia mengikuti
Program Pemantapan Mutu oleh pemilik
taboratorium Klinik bermaterai Rp. 10.000,-

l. Fotokopi sertifrkat pelatihan teknis dan manajemen
taboratorium Kesehatan sekurang - kurangnya 3

(tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi
profesi patologi klinik dan institusi pendidikan
kesehatan dan bekeriasama dengan Kementrian

2.



Kesehatan bagi Dokter ponnggung jawab
m.Fotokopi ijasah yang dilegalisir Dokter Penanggung

Jawab
n. Fotokopi STR Dokter penanggung jawab, Analis

dan Perawat
o. Fotokopi SIP Dokter Penanggung Jawab, Analis dan

PeralYat
p. Profil Laboratorium Kesehatan yang dilengkapi

dengan :

- Struktur organisasi
- Daftar nama SDM
- Denah bangunan/ruangan dan peta lokasi
- Daftar saftm4 prasarana alat fasilitas

[-aboratorium
- Daftarjenis pelayanan dan tarif layanan

r. Surat pemyataan pers€tujuan/tidak keberatan dari

atasan langsung (untuk PNS atau TNI atau POLRI

dau BUMN atau BUMD) bermaterai Rp. 10.000,-

3 a- Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

c. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan

d. Peraturan Pemerintah No. l8 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
e. Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang

laboraturium Klinik
f. Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012

tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup

g. Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I 5 tahun 20 14

tentang Pedoman Standar Pelayanan
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun

2017 tent g Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

j. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perii inan Berusaha Berbasis Resiko Sektor

Dasar Hukum



Kesehatan
4 Sistem, Mekanisme dan

Prosedur
a Surat perrnintaan pertimbangan teknis dan

rokomendasi dari Kepala Dnas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu @PMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
persyaratan izin ke petugas Front ffice (FO) untuk
perT gecekan berkas dan kelengkapannya

c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Ofrce
@O) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan unok

perbaikan
f. Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi, Tim perizinan,

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dnas Kesehatan Pergendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesuai penundaan rekomendasi
i. Porgiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas

PEMOHON

v
Ditolak

Oitolak

Diterima

BE RKAS

FRONT OFFICE

BERKAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

REKOMENDASI

vrsrTAst

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

Diterima

.[-

Diterima

.rj



5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
s/d 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanar 08.00 yd
r r.00 WTIA)

6 Biaya./Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
Penanganan Pengaduan Saran
dan Masukan

a- Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pargaduan dapat dilakukan melalui media :

Website : -
Email : dislces_malinau@whoo.co.id
SMS/WA Pengaduan :

1) Nelly Yuliana (No. Hp. 082254338714)
2) Veronica AG. (No. Hp. 0E1243753133)
Instagmm : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8 Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a Sarana

1. Mobil
2. Kamera
3. Meja
4, Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. Ala Tulis Kantor
8. Formulk/Ceklist
9. Stemp€l
10. AC
I l. l,oket informasi
12. Dspenser

b. Prasarana Fasilitas
1. Ruang konsultasi
2. Toilet
3. Bilik |aktBsi
4. Fasilitas disabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan
7. Pojok informasi
8. l-ahan parkir
9. Jaringan Wifi

Kompetensi Pelaksana a- Mernahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengopermian sistem berbasis

informasi teknologi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

l0 Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- Petugas Iront ofrce
- Pfr;gas back ofice
- Tim teknis
- Peiabatpenandatanganrekomendasi

ll. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
poryelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat,
te,pa! santun dan bebas pungli

7.

9.



12. Pengawasan Intemal Dilakukan oleh :

a- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan
a" Keamanan produk dijamin keasliannya dengan

adanya tanda tangan pejabat berwenang
b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

saneat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14. a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

Dtetapkan di : Malinau
Pada Tanggal :23 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

. r9700il8200003 1003

Evaluasi Kinerja Pelaksana
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DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Irl3tansi
Bidan8
Sek!i

: Dira6 K€sehatan Pengend.lian Penduduk dan lGluarga Bqencara
; Pelayanan Kesehalan dan KeluarSa Ber€rcana
: Pelayatran Keseftatan Primer dalr Tradi6ional

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

KETERANGAN
PEMOHON

KEPAL{
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KABID
YANKES PPKA
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m€neliti rehnglapan berka!
peftlohoMt! ifia tid.l lengr.p
ditrcnbalilan tmhrl diLngt pi

T

3 DPMPTSP rEtl€rolm berlas
p€mohone kepada DKPPKB

4 Mmeridt! berka8 pemoho(tan dan I Disposni

5 PesPriksaan bettas pemhon n
T I

t hali Ch€(l lbt
kel€nSXrpm

7 Tim telnb verililrli rn laluLn
klmimgar re6i.pan sa8!
mmggu,uran checr lbl

_t
r ia[' ch€cl lbt

a Tih t.laris verifiksi mombuat
berita acara hasrt pemeriksm

9 Pt$es p.netbilan suat
retomenda6i beidaoatk n hrril
berita (ara D€EEril6aan 6r.r.na

14 h&i

l0 Kr6ie. YanL6 Primer maedlsa
hEil pguetit,It saEt rEtorl. dasi
dan rEnber m paDJ p€rs€tuiu.r

t hrri

11 K.bid. Pelryan n Kes€h.bn
mslcrnhrrtl.n ParaI Pcr!€trium

72 l("pih DKPPKa nenard.irnSmi
surat r€ko6erda6i relayaLn
pen€rbitat! izin satea

I hari Sllrai

DPMTTSP

Tf

E
E



SURAT PELIMPAHAiI PERIZINAN OAI{ I{OI{ PERIZINAI{

DII{AS rcSEHATA , PEI{GENDALIAN PE]{DUOU{ DAN XELUARGA SEiEI{CAiIA KAEUPATEiI MAUI{AU
TAHUT{ 2022

NO OASAR HUXUM JENIS PERIZII{AI{ MASA BERI.AXU & SOP BIAYA

1

2

3

4

5

5

9

UndanS - undang No. ETahun 1ED tentanB Perlindungan

Kon5umen
UndanS - undang t{o, 29 Tahun 2O(X tentary Praktik

Kedokteran
UndanS-undang Nomor 25 tahun 2009 tentanS Pelayanan

P0blik
Undang-undahg No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UndanS-undang No,23 Tahun 2014 tentant TenaSa

Kes€hatan
Pe,atu,an Pemerintah No. 18Tahln 1999 tentan8
PenSelolaan Umbah Bah8n Beracun Berbahaya l&l)

Permenk6 Rl No.9 Tahun 2Ol4tentant (inik
Peraturan Mente Pendayagunaan Ap6ratur Ne8ara dan

Reformasi Bhokrasl Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
Permenkes No.47 Tahun 2016tentan8 Fasilitas Pelayanan

Xesehatan

Peraturan MenterlOalam NeSeri omoa 138tahun 2017

tentang PenlelenSSaraan Pelal/.anah Terpadu Satu Pintu

o6erah
Peraturan Menterl l(eiehatan Republik Indonesia Nomor

26 tahun 2018 tentang Pelayanan Pedzinan Te.inteS.asl

Secara Elektronll Sektor lcsehatan
Pe.menkes i,lo.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

Masya.akat
Peraturan Mented lGs€hatan Nomor 14 Tahun 2021

tentant Standar Xeglatan Usaha dan Produk pada

PenyelengSaaaan Periainan Serusaha Berbasis Rlsiko

kin Operasional
Puikesmas

a. Surat p€nhohonan dan pernyatiEn kebenaran dan keabsahan

dokumen bermaterai Rp. 10.urc,-
b. Fotokopi (anu Tanda Penduduk (fTP) p€nan88ung jawab

Pusk6mas
c. Pas toto berwarna4 x 6 sebanyak 2 (dua)lembar

d. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah

e. Fotokopi Surat lrin Mendirikan BanSunan (lMB)

t. Fotolopi dokumen lzln PenSelolaan l-intkungan - Upaya

Pemanta@n Lingkungan (UKL-UPL) yan8 diterbitkan oleh Lembaga

os5
8. Su.at Kepulusan darl Bupati terkait kateSori Puskesmas

h. Su,at Keputusan (S() penunjukan penanggunS jawab Puskesmas

i. Profll Puskesmas yanS mellpud aspek lolasi, banSunan, sarana dan
prasarana, p€falatan kesehatan, ketena8aan dan !€n8or8anisaslan,
kefaanasian, serta laboratorlum medis

J. Surat pemyataan akan tunduk kepada peGturdn yang berlaku di

bidar8 kes€hatan bermate.ai Rp. 10.@0,-

k. Studykelayakan untuk Puskesmas yanS baru akan didirikan atau

akan dikembangkan

l. Sertlflkat akreditasl (untuk perpanianSan lzln operasional

Puskesmas)

5 tahun dan 17 hari kerja

PERSYAMTA'{

10

11

L2

13

1

8



STATIDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMEI{DASI IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

NO. KOMPONEN I]RAIAN
I Produk Pelayanan Rekomendasi Izin OperasionaI Puskesmas

2 Persyaratan Pelayanan Kelengkapan berkas:
a- Surat permohonan dan pernyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung

jawab Puskesmas
c. Pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

latar merah
d. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan

tanah yang sah
e. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (lMB)
I Fotokopi dokumen izin Pengelolaan Lingkungan -

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-IIPL) yang

ditobitkan obh t embaga OSS
g. Surat Keputusan dari Bupati terkait kaegori

Puskesmas

h. Surat Keputusan (SK) penunjukan penanggung
jawab Puskesmas

i. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi,
bangunarq sarana dan prasarana, perahtan
kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian,

kefirmasiaru serta hboratorium medis
j. Surat p€rnyataan akan tunduk kepada peratuan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai P9. 10.000,-

k. Study kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan
didirikan atau akan dikembangkan

l. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin
operasional Puskesmas)

J Dasar Hukum a" Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perl indungan Konsumen

b. Undang - undang No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran

c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan publik
d. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan
e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan
f Peraturan Pemerintah No. l8 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya



g. Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 tentang Klink
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

i. Permenkes No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

l. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat
rn Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelengg:araan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Seldor Kesehatan

4 Sistenr, Mekanisme dan
Prosedur

a- Surat permintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupatcn Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
persyaratan izin ke petugas Frotu Afice (FO) untuk
pengecekan berkas dan ke lengkryannya

c. Petugas FO memberikan be*as kepda Back Afrce
@O) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai panerbitan rekomendasi, Tim perizina4

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas Kesehaan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesrai penundaan rekomendasi
i Pengiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas



Ditedma PEMOHON

Ditolak

Diterima

Ditolak

Oiterima

BERKAS

FRONT OFFICE

B ER KAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

REKOMENDASI

vtstTAst

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 tnri kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
s/d 15.00 WITA &n Jurnat Jam Pelayanan 08.00 yd
11.00 wrTA)

6. Biaya/Tarif 0 Rupiah (GRATIS)
Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pargaduan dapat dilakukan melalui media:
Website : -

Email : diskes malinau@ahoo.co.id
SMSAMA Pengaduan :

l) Nelly Yuliana (No. Hp.082254338714)
2) Veronica AG. (No. Hp. 081243753133)
Insta$am : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8 Sarana dan hasarana atau
Fasilitas

a- Sarana
1. Mobil
2. Kamera
3. Meja
4. Kursi
5. Komputer
6. hinter

b- Prasarana Fasilitas
1. Ruang konsuftasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitasdisabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan

v-

__r

7.



7. Alat Tulis Kantor
8. Formulir/Cekli$
9. Stempel
IO. AC
I L toket informasi
12. Dispenser

7
8
9

Pojok infornnsi
I^ahan parkir
Jaringan Wifi

9 Kompetensi Pelaksana a" Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi teknologi (I'D
c. Memahami bidang kesehatan

10. Pelaksana pelayanan rekomendasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas inforrnasi
- Pefigasfront ofice
- Pdugas back offce
- Tim teknis
- Peiabapenandatanganrekomendasi

u. Jaminan Pelayanan Ivtendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesrai waktu
penyelesaian dengan perilaku pehyanan ramal5 cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

12. Pengawasan Intemal Dilakukan oleh :

a- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepah Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional
13. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan
a- Keamanan produk dijamin keasliannya dengan

adanya tanda tangan pejabat berwoang
b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutannkan dan bebas dari pungutar liar
Evaluasi Kinerja Pelaksana a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Evaluasi si*em akuntabilias kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala
d. Kotak saran

Jumlah Pelaksana

14.



Ditetapkan di : Malinau

Pada Tanggal : 23 Februri 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB

. 19700118 200003 l 003



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK, PENGENOALIAN PENDUOUK DAN KETUARGA BERENCANA

,r. RESPTN TUBU lErP (05531 21174 fAX (0s53) 2127s MAUNAU UTARA 77ss4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKOMENDASI IZIN OPERASIONAI RUMAH SAKIT

No. Dokurn€n

Tgl. Penstspsn

T9l. Revlsl

Tgl. Ebktil

Name SOP

'11 / YANPRIMER /V t/ 2022

1 0 A0r6tus 2022

1 0 Agrlstus 2022

'11 Agust(l3 2022

Rokonrndol l.ln Oporlllonal Rumlh
Saklt

DASAR HI,'KUS :

'1. Undang - undang Rl No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. UndarE -undang No. 36 Tahun 20(E tentang KesehatiBn

3. Undar!-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4. Undarliurdang No. 23 Tahun 201,1 tentang Tenaga Kesehatan

5. Pennenkes tlo. ,t7 Tahun 2016 tentarq Fasilitas Pelayanan Kes€hatan

6. PerrEikes No- 3 Tahun 2020 tentang Klasifkasidsn Perizinan Rumah Sakit

7. Pernenkes No. la Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada PerryelerEgaraan Perijintn Borussha Berbasis Resiko

Sektor Kesehalaar

KUALIFIKASI PELAKSA"AAN :

Standar p€lakganaan dari kegiatan adalah : pengulangan
pekerjaan 15% d8n kepuasan konsurnen 85%

PEI'CATATAI{ 
' 

PE DATM :

1. Dipros€8 s€tehh melalui kajlan dad Tim Tel(nb

2. Reko.n6.dasi dl tanda targani ol€h K€pah DKPPKB

3. lzin boflsku s6uai dengan per8yaEtan ma8ing-masing

PERINOATAI{ :

Rekorn€ndasi perizinan dapat dlcsbut oleh DKPPKB jika
menyslshl atursn

PERSYARATAN KElERKATAT OUTPUT BIAYA WAKTU
PERALATAN/

PERLENGXAPAN

Dokurnen pe.mohonan mengikuti peBysratan FErizinan yarlg dimohon
Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Rekorn€ndasi lzin Operasional

Rumah Sakil
17 Guiuh b€lEE) hari

ksrJs

8€aka8
Permohonan,

kompot€r, prinbr,
ATK

OLEH

DIrlAS,

10 199803 1 005

A H

o

( I



DIAGRAM ALUR REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Iistansi
Bidang
Seksi

Dinas Kesehat n Pmg€xrdatian Pendudul dan Keluarga Bergrcans
Pelayarun Kesehatan dan Keluarga Bererraru
Pelaya.an Kesehatan Primer dan Tradisional

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANAAN MU']IU EAKU

KETERANGAN
PEMOHON DPMPTSP

KEPALA
DKPPKB

KABID
YANKESPPKB

KEPALASEK9T
YANXESPT

TIM TIKNIS
(DPMPTSP &

DKPPKB)

STAI
YANKES

PI
KELENGKAPAN WAKTU OUI Pt.rI

1
Pemohon rEny6rh!.n berlr!
FrDdror'an r€p.dt DPMPISP

Berka pemohonan

2

DPMPTSP m€n€ritna EErlerikro,
tt*rditi kel€r'glaFn b€rrtt
prmoh6'ar', i*a ddar l6'8bp
dfte&baIkan tmtul dilsnglrpi

T
30 menit Tlrda t€rtuu

3
DPMPTSP lien€ruskan berras
permohonan kepada DKPFKB

10 menit Trnda tedra

4
M€IErima berkas perhohonan d.n
meflbed*an dbpo

.l

30 menil Disposrsr

5 P€me lG berkas p€rmohonan T
--.1 t hari

Ch€ck ltul
kel,mgkrp6n

7
Tim telcfs v€rifil,'i mell.ut n
Llmjungan tesilp.n suatu
n€n€sunarrn che.k lbt PenEritraan I

1ja- Check lbl

8
Tim telrds ve.ililali msmburt berita
tclt. hasil pemer' laan '.I'ru

30 m€nit

9

Pro€€s perErbit n 8ur.t Ftr.tuiuan
izin opensbnal RuIIuh glii
berdala*an h.cil berit 4..r. l,l hari

Dral surat

10

K.Bi€. Yar*er PdrEr m€medba
hasil pengetiLn sl,Jat peEetuiuan
izin op€.asional RuEuh Saltt dan
m€mberikan p6ral

t hari

l'l

Kabid. P€layanan K$€hatan
mencanhrr*an psral surat
persetuiurn izh oFrasion l RuEuh
Satit

30 menit

72

Kepala DKPPKB dt nafldatrnSani
rurat Fr6€tuiu.n lzin oP€rrliorul
Runah Salit

l lEri
Surlt pers€tuiurn

Run .Ir Ssl(il

E
E



SURAT PETIMPAHAI{ PERIANAT{ DAN M)I{ PERIZI'{ATT

DII{AS KESEHATAN, PENGET{DALIAN PENDUOUT DAN KETUARGA BEREI{CANA KABUPATEN MATINAU
TAHUN 2022

1 Undang - undanS No. 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran lzin Operasional Rumah

Saklt

Undang-undang No. 25 tahun 2m9 tentang Pelayanan publik

Undang-UndanS No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saklt

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Xes€hatan

Undan8-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerlntah No, 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

umbah Eahan Beracun Berbahaya (83)

Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenls

Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Memillki Anrllsis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega.a dan

Reformasi Birotrasi No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan

Perrnenkes No.47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tenteng
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No. 26 tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi S€cara Elektronlk
Sektor l(esehatan

Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasitikasi dan Perizinan

Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021tentang
standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizlnan Berusaha Berbasis Rislko Sektor Kesehatan

a. Surat permohonan dan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
bermaterai Rp. 10.000,- (PenSelola Rumah Sakit)

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengelola Rumah Sakit

c. Pas Photo ukuran 4 x 5 sebanyak 2 (dua) lembar
d. Fotokopi No. lnduk Berusaha (NlB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

KBLI 86101 (kunjungi website https://oss.go.id)

e. Fotokopi sertilikat tanah atau buktl lain kepemillkan tanah yang sah

f. FotokopiSurat lzin Mendirikan Bangunan (lMB)

g. Fotokopidokumen izin Analisls 0ampak LinSkungan (AMDAL) yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS

h. Notilikasi dari Dinas Xesehatan penSendallan penduduk dan KB Xabupaten

Malinau sesuai dengan klasillkasi Rumah Saklt

i. ProfilRumah Sakit, meliputi:

- Visidan Misi;

- Lingkup KeSiatan/jenis layanan;

- Rencana Strategi; dan

- Struktur Organisasi

- Denah bangunan/ruangan dan peta lokasi

- Daftar Sarana prasarana dan alat kesehatan

5 tahun dan 17 hari kerja

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11
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NO DASAR HUKUM .JENIS PERIZINAN PERSYARATAN MASA BERIAKU DAN SOP BIAYA



j. - lsian inst.ument self-assessment (sesuai klasifikasi rumah sakit dan

standar rumah 5akit), meliputi: - Pelayanan; - Sumber daya manusia; -

Peralatan; - BanSunan dan prasarana; - Administrasi manajemen

k. Surat keterangan atau s€nifikat izin lelayakan atau pemanfaatan dan
kalibrasi alat kesehatan

l. Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan yang berlaku di bidang

kesehatan bermaterai Rp, 10.m0
m. Study kelayakan untuk Rumah Sakit yang baru akan didirikan atau akan

dikembangkan

n. Sertiflkat akredltasi (untuk perpaniangan izin operasional Rumah Sakit)



STAIIDAR PEI-AYANAI\ PUBLIK
REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Kelengkapan berkas;
a- Surat permohonan dan p€rnyataan kebenaran dan

keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000,-
(Pengelola Rumah Sakit)

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengelola
Rumah Sakit

c. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) hmbar
latar rnerah

d. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS KBLI 86101

(kunjungi website https://oss.go. id )
e. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan

tanah yang sah
f, Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (lMB)
g. Fotokopi dokumen lzill. Analisis Dampak

Lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan oleh
kmbaga OSS

h. Notifikasi dari Dinas Kesehatan pengendalian
penduduk dan KB Ikbupaten Malinau sesuai dengan
klasifikasi Rumah Sakit

i. Profi I Rumah Sakit. rneliputi:
- Visi dan Misi;
- Lingkup Keg iatar/j enis layanan;
- Rencana Strategi; dan
- Struktur Organisasi
- Denah bangunary'ruangan dan peta lokasi
- Daftar Sarana prasarana dan alat kesehatan

j. Isian instrument self-assessment (sesuai klasifikasi
rumah sakit dan slandar rumah sakit), meliputi: -
Pelayanan; - Sumber daya manusia; - Peralatan; -

Bangunan dan prasarana; - Administrasi manajemen
k. Surat kaerangan atau sertifikat izin kelayakan atau

pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan
I Surat pernyataan akan tunduk kepada peraturan yang

berlaku di bidang kesehatan bermaterai Rp. 10.000,

m. Study kelayakan untuk Rumah Sakit yang baru akan
didhikan atau akan dikembangkan

NO KOMPONEN T]RAIAN
I Produk Pela n Rekomendasi Izin ional Rumah Sakit
2 Persyaratan Pelayanan



n. Sertifikat ahditasi (untuk perpanjangan 'um

operasional Rumah Sakit)
J Dasar Hukum a- Undang - undang No. 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan publik
c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan
d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit
e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan
f Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
g. Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012

tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hllup

h. Perahran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014
tentang Pedornan Standar Pelayanan

i. Permenkes No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

j. Peraturan Menteri Dahm Negeri Nonnr 138 tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Drerah

k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronft Sektor Kesehatan

1. Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan

Sisteru Mekanisme dan
Prosedur

a- Surat pormintaan pertimbangan teknis dan
rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk
Kepala Dinas Kerhatan Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Malinau

b. Pemohon menyerahkan berkas formulir/ceklist dan
persyardan izin ke petugas Front Ofice (FO) urtuk
pengecekan berkas dan kelengkapannya

4.



c. Petugas FO memberikan berkas kepada Back Afrce
(BO) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisbnal
d. Verifikasi berkas
e. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk

perbaikan
f Berkas lengkap Tim perizinan melakukan visitasi ke

lapangan
g. Bila sesuai penerbitan rekomendasi Tim perizinan,

K. Sie, Ka. Bid paraf serta tanda tangan Kepala
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Malinau

h. Bila tidak sesuai penundaan rekomendasi
i. Pengiriman/penyerahan rekomendasi oleh petugas

Diterima PEMOHON

v
Ditolak

Diterima

Ditolak

Diterima

B E RKAS

FRONT OFFICE

BERKAS

BACK OFFICE

TIM PERIZINAN

REKOMENDASI

vtstTAst

PENGIRIMAN

REKOMENDASI

DPMPTSP

5 Jangka Waktu Pengurusan 17 hari kerja (Senin s.d Kamis Jam Pelayanan 08.00
yd 15.00 WITA dan Jumat Jam Pelayanan 08.00 yd
l1.00 wrTA)

6. Biaya/Tarif 0 Rupiah (CRATIS)
7 Penanganan Pengaduan Saran

dan Masukan
a" Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Malinau selama jam pelayanan

b. Pengaduan dapal dilakukan melalui media:

./

4v-



Website : -
Email : diskzs maliruu@yahoo.co.id
SMSAMA Pengaduan :

I ) Nelly Yuliana (No. Hp. 0822543387 14)
2) Veronica AG. (No. Hp. 081243153133)
Instagram : dinkesmalinau
FB : Dinas Kesehatan PPKB

8 Sarana dan Prasarana atau
Fasilitas

a" Sarana
l. Mobil
2. Kanera
3. Meja
4. Kursi
5. Komput€r
6. Printer
7. Alat Tulis Kantor
8. Formulir/Ceklis
9. Stempel
10. AC
I l. Lket inforrnasi
12. Dispenser

b. Prasarana Fasilitas
L Ruang konsuhasi
2. Toilet
3. Bilik laktasi
4. Fasilitasdisabilitas
5. Ruang tunggu
6. Ruang pengaduan
7. Pojok inforrnasi
8. tahan parkir
9. Jaringan Wifi

Kompetensi Pelaksana a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik
b. Memiliki skill pengoperasian sistem berbasis

informasi teknologi (IT)
c. Memahami bidang kesehatan

10. Jumlah Pelaksana Pelaksana pelayanan rekonpndasi izin operasional
klinik terdiri dari :

- Petugas informasi
- Pdugts/ront ofice
- Petugas back ofiice
- Tim teknis
- Pejabat perT andatangan rekomendasi

ll. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap
yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu
penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat,
tepat, santun dan bebas pungli.

12. Pengawasan Internal Dilakukan oleh :

a- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB

b. Kepala Bidang Pelayarnn Kesehatan dan Sumber
daya Kesehatan

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tradisional

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

a- Keamanan produk diiamin keasliannya dengan
adanya tanda tangan pejabat berwenang

9.



b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan

sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14. Evaluasi Kineda Pelaksana a- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
c. Rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala

d. Kotak saran

Ditetapkan di : Malinau

Pada Tanggal : l1 Agustus 2022

Dinas Kesehatan

Penduduk dan KB
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NIP. t9650710 199803 I 005
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DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

KABUPATEN MALINAU

AtUR JENIS PELAYANAN

REKOMENDASI SURAT IZIN APOTEK, IABORATORIUM, OPTIKAL, IZIN OPERASIONAI KLINIK,

KTINIK KECANTIXAN, PUSKESMAS, RUMAH SAKIT, PRAKTIK MANDIRI
FISIOTERAPIS, TUXANG GIGI DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAT

(AKUPUNTUR, REFLEKSIONIS, SHINSE, TABIB}

PEMOHON

rl Mendaftar secara online pada aplikasi OSS untuk penerbitan Nomor

lnduk Berusaha (NlB) dan melengkapi berkas persyaratan

iL Pemohon memasukkan berkas permohonan

DINAS PENANAMAN MODAT PEIAYANAN TERPADU SATU PINTU {DPMPTSP)

DPMPTSP mengajukan permohonan
kelanjutan proses kepada Dinas

Kesehatan PPKB

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Cek kelengka pan berkas persyaratan

Berkas Lengkap

DINAS KESEHATAN PPKB DAN DPMPTSP

Melakukan survey/pemeriksaan lapangan

Memenuhi Syarat

DINAS KESEHATAN PPKB

Rekomendasi Perijinan Faskes

Surat Rekomendasi dan kelengkapan
berkas lainnya diserahkan kembali
ke DPMPTSP untuk penerbitan liin

DINAS PENANAMAN MODAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU {DPMPTSP)

Penerbitan Surat ljin Faskes

Ketelantan :

$ Biayafarif : Tidak dipungut biaya (gratis]

+ Jam Pelayanan : senin s.d Jumat

Jam 08.00 s.d 16.00 WITA

{L Perkiraan waktu penyelesaian kurang lebih 17 hari kerja
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